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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Umum 

 
 Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 

Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 

Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan 

nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa 

nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi 

rujukan. 

 Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan 

dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional 

maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman 

Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 

Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

B. Konsonan 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada halaman berikut : 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama  

  Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

  Ba B Be ب

  Ta T Te ت

 ث
S|a S| 

Es (dengan titik di 

atas)  
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  Jim J Je ج

 ح
Hã H{ 

Ha (dengan titik di 

atas)  

  Kha Kh Ka dan Ha خ

  Dal D De د

 ذ
Z|al Z| 

Zet (dengan titik d 

iatas)  

  Ra R Er ر

  Zai Z Zet ز

  Sin S Es س

  Syin Sy Es dan ye ش

 ص
Sãd S{ 

Es (dengan titik di 

bawah) 

 Dãd D. De (dengan titik di ض

bawah)  

 ط
Tã T. 

Te (dengan titik di 

bawah) 

 Zã Z. Zet (dengan titik di ظ

bawah)  

  Ain ‘ .... apostrof terbalik‘ ع

  Gain G Ge غ

  Fa F Ef ف

  Qof Q Qi ق

  Kaf K Ka ك

  Lam L El ل

  Mim M Em م

  Nun N En ن

  Wau W We و
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  Ha H Ha ه

  Hamzah .... ’ Apostrof أ/ء

  Ya Y Ye ي

C. Vokal Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis 

dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 

masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya  قا ل 

menjadi qâla Vokal (i) panjang= ȋ misalnya  قیلmenjadi qȋla Vokal (u) panjang = û 

misalnya دون menjadi dûna Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh 

digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat 

menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan 

ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: Diftong 

(aw) = و misalnya قول menjadi qawlun Diftong (ay) = ي misalnya خی ر menjadi 

khayrun. 

D. Ta’marbûthah (ة) 

 

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, 

tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya سة ر د م ل ال terdiri dari 

susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” 

yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya   في.rahmatillâh fi menjadi 

 ر حمة هلل 

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah 

 

 Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
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terletak d di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang 

berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka 

dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini: 

a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan. 
 

b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan 
 

c. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun. 
 

d. Billâh ‘azza wa jalla. 
 

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 

 

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan 

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah  terindonesiakan, 

tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh 

berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, 

mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk 

menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, 

dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin 

Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa 

Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut 

sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia 

dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân 

Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalâ.



 
 

xviii 
 

ABSTRAK 

Amalia Arum Rahmayanti, 2023, Urgensi Pelembagaan Partai Politik di Indonesia 

Perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun. Skripsi, Progam Studi Hukum Tata 

Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Khairul Umam M.H.I. 

Kata Kunci : Ashabiyah Ibnu Khaldun, Urgensi, Pelembagaan Partai Politik. 

 

Perkembangan partai politik di Indonesia saat ini telah mengalami evolusi 

dari tahun ke tahun. Namun, fenomena terkini mengindikasikan bahwa beberapa 

partai politik di Indonesia belum sepenuhnya berhasil dalam proses 

pelembagaannya. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kurangnya 

kemajuan dalam proses kaderisasi dan pendidikan politik di sebagian besar partai 

politik. Selain itu, adanya kader-kader partai yang terlibat dalam kasus-kasus 

pelanggaran hukum juga memberikan dampak negatif terhadap tingkat 

pelembagaan partai politik. Dalam konteks ini, penelitian ini mengadopsi teori 

utilitas dan konsep ashabiyah dari Ibnu Khaldun sebagai perspektif untuk 

menganalisis fenomena ini.  

Penelitian ini difokuskan pada eksplorasi pelembagaan partai politik di 

Indonesia melalui dua pandangan teoritis yang berbeda. Pertama, melalui 

perspektif teori utilitas yang mengkaji unsur derajat kesisteman dalam 

pelembagaan partai politik. Kedua, melalui perspektif ashabiyah Ibnu Khaldun 

yang membahas tentang pentingnya solidaritas dan kelompok dalam membentuk 

kelembagaan yang kuat.  Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 

normatif dengan pendekatan konseptual. Dianalisis menggunakan metode analisis 

yuridis normatif. 

Dalam skripsi ini, hasil penelitian mengungkapkan pelembagaan sangat 

penting bagi partai politik di Indonesia. Beberapa keuntungan dari pelembagaan 

partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik, memperkuat stabilitas 

politik, dan mendorong akuntabilitas politik.  Sementara itu, perspektif ashabiyah 

memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pelembagaan partai politik di 

Indonesia. Konsep ashabiyah menyoroti pentingnya organisasi dan struktur dalam 

pembentukan partai politik yang melembaga. Dengan adanya struktur yang kuat, 

partai politik dapat beroperasi secara lebih efisien dan terstruktur, yang pada 

akhirnya akan memperkuat stabilitas pelembagaan partai politik di Indonesia. 

Dengan demikian, melalui pendekatan teori utilitas dan konsep ashabiyah Ibnu 

Khaldun, penelitian ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang 

pentingnya pelembagaan partai politik di Indonesia. Pelembagaan yang baik akan 

membawa manfaat seperti peningkatan partisipasi politik, stabilitas politik yang 

lebih kokoh, dan peningkatan akuntabilitas politik. Selain itu, melalui pandangan 

ashabiyah, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya struktur organisasi 

dalam membentuk partai politik yang kuat dan melembaga. 
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ABSTRACT 

Amalia Arum Rahmayanti, 2023, The Urgency of Institutionalizing Political 

Parties in Indonesia from the Perspektive of Ashabiyah Ibnu Khaldun. 

Undergraduate thesis, Study Program of Constitutional Law (Siyasah), 

Faculty of Shariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of 

Malang. Supervisor by Khairul Umam M.H.I 

Keywords: Ashabiyah Ibnu Khaldun, Urgency, Institutionalization of  Political   

Parties 

 

The development of political parties in Indonesia has undergone continuous 

evolution over the years. However, recent phenomena indicate that some political 

parties in Indonesia have not fully succeeded in their institutionalization processes. 

One of the challenges that still exist is the lack of progress in the processes of cadre 

development and political education within most political parties. Furthermore, the 

involvement of party cadres in legal violations also has a negative impact on the 

level of political party institutionalization. In this context, this research adopts the 

theories of utility and the concept of ashabiyah from Ibn Khaldun as perspectives 

to analyze this phenomenon.       

 This research is focused on exploring the institutionalization of political 

parties in Indonesia through two different theoretical perspectives. First, through 

the perspective of utility theory, which examines the degree of systemic elements 

in the institutionalization of political parties. Second, through the perspective of 

ashabiyah by Ibn Khaldun, which discusses the importance of solidarity and groups 

in forming strong institutions. The research methodology used is normative 

juridical with a conceptual approach. It is analyzed using normative juridical 

analysis methods.        

 In this thesis, the research findings reveal that institutionalization is crucial 

for political parties in Indonesia. Some advantages of political party 

institutionalization include increasing political participation, strengthening political 

stability, and promoting political accountability. Meanwhile, the perspective of 

ashabiyah provides a deeper understanding of political party institutionalization in 

Indonesia. The concept of ashabiyah highlights the importance of organization and 

structure in the establishment of enduring political parties. With a strong structure 

in place, political parties can operate more efficiently and cohesively, ultimately 

enhancing the stability of political party institutionalization in Indonesia. Therefore, 

through the utilization of utility theory and Ibn Khaldun's concept of ashabiyah, this 

research offers comprehensive insights into the significance of political party 

institutionalization in Indonesia. Effective institutionalization brings benefits such 

as increased political participation, stronger political stability, and improved 

political accountability. Additionally, from the ashabiyah perspective, this research 

underscores the importance of organizational structure in forming robust and 

enduring political parties. 
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البحث مستخلص  

 

أهمیة تأسیس الأحزاب السیاسیة في إندونیسیا بمنظور العصبیة لإبن .  2023أمالي أروم رحم يانتي.  
 . كلیة الشريعة. جامعة مولىنا مالك ابراهیم (السياسة) برنامج دراسة القانون الدستوري. أطروحة, خلدون

 الإسلامیة الحكومیة مالانج. المرشد خیر الأمم الماجستیر.

 الكلمات المفتاحیة: العصبیة لإبن خلدون, أهمیة, تأسیس الأحزاب السیاسیة

 تطورت الأحزاب السياسية في إندونيسيا في الوقت الحالي بتطور مستمر من عام إلى  عام .ومع 

 ذلك، تشير الظواهر الأخيرة إلى أن بعض الأحزاب السياسية في إندونيسيا لم تنجح بعد تمامًا في عملية 

 تأسيسها كهيئات دائمة .إحدى التحديات التي لا تزال تواجهها هي نقص التقدم في عمليات تطوير الكوادر

 والتعليم السياسي داخل معظم الأحزاب السياسية .بالإضافة إلى ذلك، تشكّل إشراك قادة الحزب في حالات

 انتهاكات قانونية تأثيرًا سلبيًا على مستوى تأسيس الأحزاب السياسية .في هذا السياق، تتبنى هذه الدراسة 

 .نظرية الفائدة ومفهوم العشبية من ابن خلدون كمنظور لتحليل هذه الظاهرة

 تركّز هذه الدراسة على استكشاف تأسيس الأحزاب السياسية في إندونيسيا من خلال منظورين 

 نظريين مختلفين .أولًا، من خلال منظور نظرية الفائدة الذي يدرس درجة التنظيم في تأسيس الأحزاب

 السياسية .ثانيًا، من خلال منظور العشبية لابن خلدون الذي يتناول أهمية التضامن والمجموعات في تشكيل

 مؤسسات قوية .الطريقة البحثية المستخدمة هي النظامية القانونية مع نهج مفاهيمي .يتم تحليلها باستخدام

 .طريقة تحليل نظامية قانونية

 في هذه الرسالة، تكشف نتائج البحث عن ضرورة تأسيس الأحزاب السياسية من وجهة نظر نظرية

 ،الفائدة .بعض فوائد تأسيس الأحزاب السياسية تشمل تعزيز المشاركة السياسية، وتعزيز الاستقرار السياسي

 وتعزيز المساءلة السياسية .وفي الوقت نفسه، يقدم منظور العشبية فهمًا أعمق لتأسيس الأحزاب السياسية في 

 إندونيسيا .يسلط مفهوم العشبية الضوء على  أهمية التنظيم والبنية في إنشاء أحزاب  سياسية دائمة .بفضل بنية

 قوية، يمكن للأحزاب السياسية أن  تعمل بكفاءة وبنية أكثر ترتيبًا، والذي في نهاية المطاف سيعزز من  استقرار

 تأسيس الأحزاب السياسية في إندونيسيا .وبالتالي، من خلال منظور نظرية الفائدة ومفهوم العشبية لابن

 خلدون، تقدم هذه الدراسة  رؤى شاملة حول أهمية تأسيس الأحزاب السياسية في إندونيسيا .سيكون التأسيس

 الجيد ذا  فائدة مثل زيادة المشاركة  السياسية، واستقرار سياسي أكثر قوة، وزيادة المساءلة  السياسية .بالإضافة 

 إلى ذلك، من خلال منظور العشبية، تؤكد هذه الدراسة أيضًا على أهمية بنية المنظمة في تشكيل أحزاب

 .سياسية قوية ودائمة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Indoneisia seibagai neigara deimokrasi1 teintu tidak le ipas dari peintingnya 

partai politik.2 Partai politik dianggap peinting dalam peirkeimbangan deimokrasi 

di Indoneisia dikareinakan tanpa partai politik maka de imokrasi di Indone isia 

tidak bisa beirjalan.3 Peiran partai politik dalam siste im peirpolitikan di Indoneisia 

sangat beirpeingaruh kareina meinjadi wadah bagi masyarakat dalam me ineintukan 

peimimpin nasional maupun dae irah. Deingan deimikian me inunjukkan bahwa 

partai politik te ilah meimbeirikan kontribusi yang pe inting bagi siste im 

peirpolitikan di Indoneisia.4 

Deifinisi partai politik me inurut Giovanni Sartori adalah suatu 

keilompok politik yang me ingikuti peimilihan umum, dan me ilalui peimilihan 

umum itu, mampu me ineimpatkan calon-calonnya untuk me induduki jabatan-

jabatan publik.5 Seilanjutnya, Miriam Budiarjo juga me indeifinisikan bahwa 

 
1 Demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-

keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan 

melalui prosedur pemerintahan mayoritas. Demokrasi juga diartikan sebagai bentuk pemerintahan 

dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil 

yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lihat: Ellya Rosana, Negara Demokrasi 

dan Hak Asasi Manusia, Jurnal TAPIs, No.1(2016), 45 diakses pada 10 November 2022 pukul 09.30 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/827  
2 Utami Argawati, “Aswanto: Parpol Memiliki Peranan Penting dalam Demokrasi,” MKRI, 07 

September 2020, diakses pada 07 November 2022 pukul 19.30, 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16681  
3 Nurlatipah Nasir, “Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik di Indonesia: 

Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik dengan Konstituen”, Jurnal Politik Profetik, no.1(2016): 

38 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2735  
4 Muhammad Jafar AW, “Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia”, Jurnal Untirta, 

no.1(2015): 210 https://eprints.untirta.ac.id/1377/1/06.pdf  
5 Adlin, Sistem Kepartaian dan dan Pemilihan Umum, (Riau: Alaf Riau,2013), 10. 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/827
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16681
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2735
https://eprints.untirta.ac.id/1377/1/06.pdf
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partai politik adalah suatu ke ilompok yang teirorganisir yang anggota-

anggotanya me impunyai orieintasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan 

keilompok ini adalah untuk me impeiroleih keikuasaan politik dan be ireibut 

keidudukan politik (biasanya) deingan cara konstitusional untuk me ilaksanakan 

keibijaksanaan-keibijaksanaan meireika.6  

Meinurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011: 

“Partai Politik adalah organisasi yang beirsifat nasional dan dibeintuk oleih 

seikeilompok warga neigara Indoneisia seicara sukareila atas dasar keisamaan 

keiheindak dan cita-cita untuk meimpeirjuangkan dan meimbeila keipeintingan 

politik anggota, masyarakat, bangsa dan neigara, seirta meimeilihara keiutuhan 

Neigara Keisatuan Reipublik Indoneisia beirdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 1945”7 

 

Beirdasarkan hal teirseibut, partai politik me imiliki be ibeirapa peiranan 

peinting yang te irtuang pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 teintang Partai Politik meinyeibutkan beibeirapa fungsi dari partai politik di 

Indoneisia, yakni: (1) se ibagai sarana peindidikan politik; (2) se ibagai sarana 

peinciptaan iklim yang kondusif; (3) se ibagai sarana peinyeirap, peinghimpun, dan 

peinyalur aspirasi politik masyarakat; (4) se ibagai sarana partisipasi politik 

warga neigara Indoneisia; (5) seibagai sarana reikrutmein politik.8   

Keibeiradaan partai politik di Indone isia saat ini te ilah meingalami 

peirkeimbangan dari tahun ke i tahun. Akan te itapi, jika dilihat dari fe inomeina 

yang teirjadi saat ini, be ibeirapa partai politik di Indone isia masih beilum bisa 

 
6 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), 403 
7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 
8 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
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dikatakan me injalankan fungsi-fungsinya deingan baik.9 Hal ini be irpeingaruh 

pada tingkat ke ipeircayaan dan me inurunnya keitidakpuasaan masyarakat atau 

publik te irhadap kineirja partai politik.10 Beirdasarkan Skala Surveii Indoneisia 

(SSI) pada tahun 2012 te irdapat 52,6 peirsein tingkat keitidakpuasan masyarakat, 

seidangkan tingkat ke ipuasan masyarakat hanya be irada pada angka 30,0 

peirsein.11 

Hal lain teirjadi pada surveii yang dilakukan ole ih Pusat Peineilitian 

Politik (P2P) Le imbaga Ilmu Pe ingeitahuan Indoneisia (LIPI) me imbuktikan 

bahwa keipeircayaan masyarakat te irhadap partai politik sangat me inurun12, 

seidangkan keipeircayaan masyarakat te irhadap deimokrasi masih sangat tinggi.  

Hal lain juga teirjadi di wilayah Kota Keidiri yaitu adanya puluhan partai politik 

yang harus me ilakukan peirbaikan data keianggotaannya dikareinakan 

beirdasarkan proseis veirifikasi administrasi yang dilakukan ole ih Komisi 

Peimilihan Umum (KPU) Kota Keidiri diteimukan teirdapat ribuan anggota partai 

politik yang be irmasalah seipeirti teirdapat nama ganda, dan be ilum meimeinuhi 

peirsyaratan administrasi.13  

 
9 Lili Romli, “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia,” Politica, no.2(2011): 

200 https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/292  
10 Efriza, “Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik,” Politica, no.1(2019): 30 

https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1314/722  
11 Efriza, “Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik”, 30 
12 Nanang Suryana, Ari Ganjar Ardiansyah, Firman Manan, “Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada 

Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019” Jurnal Civic Hukum, no.1(2020): 53 

https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/download/10677/pdf/37236  
13 Karin Nur Secha, «KPU: Masa Verifikasi Administrasi Kelar, Parsindo Tak Serahkan Perbaikan,» 

Detik.com, Sept 29,2022, Diakses pada 29 oktober 2022 pukul 19.30 

 https://news.detik.com/pemilu/d-6319278/kpu-masa-verifikasi-administrasi-kelar-parsindo-tak-

serahkan-berkas-perbaikan.  

https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/292
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1314/722
https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/download/10677/pdf/37236
https://news.detik.com/pemilu/d-6319278/kpu-masa-verifikasi-administrasi-kelar-parsindo-tak-serahkan-berkas-perbaikan
https://news.detik.com/pemilu/d-6319278/kpu-masa-verifikasi-administrasi-kelar-parsindo-tak-serahkan-berkas-perbaikan
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Reialitas lain bisa dilihat dari adanya be ibeirapa kasus-kasus 

peilanggaran hukum yang dilakukan oleih kadeir partai politik, bahkan yang 

seidang me induduki jabatan di leimbaga leigislatif DPR dan se ibagai peijabat 

publik lainnya. Dilansir dari laporan yang te ilah diteirbitkan oleih Indoneisia 

Corruption Watch (IWC) bahwa te irdapat 6 teirdakwa peineirima suap teirbeisar 

seipanjang 2021 dan 4 orang di antaranya adalah kade ir dari partai politik, yaitu 

ada Juliari Batubara anggota dari Partai De imokrasi Indoneisia Peirjuangan 

(PDIP), ke imudian anggota dari Partai Nasde im, Eidhy Prabowo anggota dari 

Partai Geirindra, dan Taufiqurrahman anggota dari PDIP Kabupate in Nganjuk. 

14   

Beirdasarkan beibeirapa feinomeina yang teirjadi diatas me imbuktikan 

bahwa beilum teirciptanya peileimbagaan yang baik pada partai politik di 

Indoneisia. Vicky Randall dan Lars Svasan me ingeimukakan peindapatnya 

bahwa Peileimbagaan partai politik adalah prose is peimantapan partai politik baik 

seicara struktural dalam rangka me impolakan peirilaku maupun se icara kultural 

dalam meimpolakan sikap atau budaya.15  Meinurut Samue il P. 

Huntington peileimbagaan adalah proseis deingan mana organisasi dan tatacara 

meimpeiroleih nilai baku dan stabil.16 

 
14 Adi Ahdiat, «6 Terdakwa Korupsi Suap Terbesar, Mayoritas Anggota Parpol, » Katadata Media 

Network, Juni 28,2022, diakses pada 29 Oktober 2022 pukul 14.00. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/28/6-terdakwa-korupsi-suap-terbesar-

mayoritas-anggota-parpol  
15 Khikmawanto, “Pelembagaan Partai Politik (Assessment derajat kesisteman Vicky Randall dan 

Lars Svasan pada partai Gerindra Kota Tangerang)” Jurnal Mozaik, no.1(2021): 36 

https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/1613/488/4488  
16 Samuel P. Huntington.1968. Tertib Politik di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah 

(Terjemahan). Edisi 1. Terj. Sahzat Simamora dan Suryatim. Jakarta: CV. Rajawali, 21 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/28/6-terdakwa-korupsi-suap-terbesar-mayoritas-anggota-parpol
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/28/6-terdakwa-korupsi-suap-terbesar-mayoritas-anggota-parpol
https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/1613/488/4488
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Peineiliti Pusat Pe ineilitian Politik (LIPI), Lili Romli me inilai bahwa 

faktor yang meimpeingaruhi tingkat ke ileimbagaan partai politik be ilum beirjalan 

deingan baik adalah masih banyak partai-partai yang reilatif baru seihingga 

infrastruktur pada organisasi partai politik te irseibut beilum te irbangun deingan 

baik. Seilain itu teirdapat konflik-konflik pada partai politik se ihingga tidak ada 

waktu dalam peimbangunan peileimbagaan partai politik. Di sisi lain teirdapat 

eilit-eilit partai yang be ilum meinjadikan AD/ART se ibagai satu-satunya aturan 

dalam meingeilola partai politik. Keimudian adanya tradisi dalam beirpartai yang 

meinghormati adanya pe irbeidaan budaya politik dalam be irdeimokrasi di 

kalangan partai be ilum tumbuh.17  

Mantan Keitua Komisi Pe imilihan Umum, Ramlan Surbakti juga 

meingatakan bahwa ke ileimahan utama pada partai politik di Indone isia adalah 

reindahnya deirajat keisisteiman kareina teirlalu dominannya pe iran peimimpin 

partai daripada ke idaulatan anggota, le imahnya bangunan ide iologi partai atau 

masih dominannya faktor figur se ibagai simbol partai atau orie intasi politik 

tokoh seintral seicara peirsonal, masalah lain teirdapat pada otonomi partai teirkait 

peinyandang dana, ke imudian adanya peirbeidaan peingeitahuan publik te intang 

partai politik de ingan adanya gambaran te intang sosok dan kiprah partai yang 

disuarakan oleih peingurus seirta aktivis partai politik.18 

 
17 Ika, “Kelembagaan Partai Politik Indonesia Masih Lemah,” Universitas Gadjah Mada, Sept 17, 

2012. Diakses pada 16 November 2022 pukul 17.00 https://ugm.ac.id/id/berita/4509-kelembagaan-

partai-politik-indonesia-masih-lemah.  
18 Wawan Kuswandoro, “Pelembagaan Partai Politik,” Lihat: Artikel Lecture Universitas Brawijaya. 

diakses pada 11 November 2022 pukul 12.30 http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-

partai-politik/ 

https://ugm.ac.id/id/berita/4509-kelembagaan-partai-politik-indonesia-masih-lemah
https://ugm.ac.id/id/berita/4509-kelembagaan-partai-politik-indonesia-masih-lemah
http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik/
http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik/
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Beirangkat dari peimikiran Samue il P. Huntingtin dalam bukunya yang 

beirjudul “Political Ordeir in Changing Socie iteis” meinggambarkan bahwa 

seitiap peileimbagaan dalam siste im politik diteintukan beirdasarkan seigi 

keimampuan untuk meinyeisuaikan diri, kompleiksitas, otonomi dan keiteirpaduan 

organisasi dan tata cara. Dalam hal ini tingkat pe ileimbagaan dalam se ibuah 

organisasi politik dapat diukur be irdasarkan keimampuannya, kompleiksitas, 

otonomi dan keiteirpaduannya.19   

Vicky Randall dan Lars Svasan me inyeibutkan bahwa te irdapat eimpat 

unsur deirajat atau indikator yang dijadikan prose is teirbeintuknya peileimbagaan 

partai politik. Pe irtama, keisisteiman (systeimneis) yang beirkaitan deingan 

bagaimana struktur ke ikuasaan itu dike ilola dalam pantai politik. Keidua, 

ideintitas nilai (valuei infusion). Keitiga, otonomi suatu partai dalam pe imbuatan 

keiputusan (deicisional autonomy). Keieimpat, deirajat peingeitahuan atau citra 

publik (reiification).20   

Beirdasarkan eimpat unsur deirajat peileimbagaan teirseibut, peinulis ingin 

meingangkat satu unsur de irajat peileimbagaan partai politik, yakni de irajat 

keisisteiman (systeimneiss). Dikareinakan keileimahan utama partai politik di 

Indoneisia ada pada indikator ke isisteiman.21 Deirajat keisisteiman ini 

 
19 Samuel P. Huntington.1968. Tertib Politik di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah 

(Terjemahan). Edisi 1. Terj. Sahat Simamora dan Suryatim. Jakarta: CV. Rajawali, 21 
20 Khikmawanto, Khikmawanto, “Pelembagaan Partai Politik (Assessment derajat kesisteman Vicky 

Randall dan Lars Svasan pada partai Gerindra Kota Tangerang)” Jurnal Mozaik, no.1(2021): 37 

https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/1613/488/4488  
21 Wawan Kuswandoro, “Pelembagaan Partai Politik,” Lihat: Artikel Lecture Universitas Brawijaya. 

diakses pada 11 November 2022 pukul 12.30 http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-

partai-politik/  

https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/1613/488/4488
http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik/
http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik/
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meindeiskripsikan peirihal fungsi-fungsi partai politik se ipeirti, fungsi sosialiasi 

politik, fungsi reikruitmein politik, partisipasi politik, pe imandu keipeintingan, 

komunikasi politik, dan pe ingeindalian konflik seirta kontrol politik.22 

Teirdapat beibeirapa struktur pada unsur de irajat keisisteiman 

(Systeimneiss) yang dapat dianalisis, yaitu me iliputi: (1) struktur ke ikuasaan 

inteirnal (inteirnal structurei poweir), (2) struktur reigulasi sukse isi (succeission 

reigulation), (3) struktur peimbuatan keiputusan (deicision making proce iss), (4) 

struktur reilasi hubungan keipeimimpinan (reilation beitweiein thei ceintral 

leiadheirship and re igional brancheis), (5) struktur reigulasi akseis sumbeir 

keiuangan (reigularization of acceiss to financial reisourceis).23 

Beirdasarkan tulisan di atas, maka pe ineiliti ingin me imfokuskan kajian 

peineilitian pada salah satu unsur de irajat peileimbagaan partai politik yaitu 

keisisteiman (systeimneiss). Hal inilah yang akan dikaji keimudian akan dikaitkan 

deingan peimikiran Ibnu Khaldun yaitu te iori Ashabiyah. Ibnu Khaldun 

meinjeilaskan bahwa awal be irdirinya atau te irjadinya seibuah Neigara dikaitkan 

deingan ashabiyah. Artinya, ashabiyah meirupakan syarat mutlak dalam 

meimbeintuk seibuah Neigara.24 

 
22 Nanang Suryana, Ari Ganjar Ardiansyah, Firman Manan, “Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada 

Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019” Jurnal Civic Hukum, no.1(2020): 53 

https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/download/10677/pdf/37236 
23 Ahmad Zaki Fadlurrohman, “Problem Pelembagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak di 

Jawa Timur” Jurnal Transformative, no.2(2017): 20 

https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/124  
24 Masnawi Hakmi Wahyudi dan Suhardi, “Epistemologi ‘Ashabiyah Dalam Sistem Politik 

Kontemporer (Tentang Teori ‘Ashabiyah Ibnu Khaldun Di Dalam Sistem Studi Politik Negara 

Bangsa)” Al-Uswah: Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Agama Islam, no.2(2022): 1 

http://dx.doi.org/10.24014/au.v5i2.18532  

https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/download/10677/pdf/37236
https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/124
http://dx.doi.org/10.24014/au.v5i2.18532
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Meinurut Ibnu Khaldun, dalam peirkeimbangannya ashabiyah meimiliki 

eiksisteinsi dalam siste im parati-partai politik dikareinakan ashabiyah juga 

diartikan seibagai solidaritas sosial25.26 Keimudian Ibnu Khaldun juga 

beirpeindapat bahwa tidak mungkin se ibuah neigara bisa be irdiri tanpa adanya 

dukungan atau solidaritas yang kuat dari masyarakat.27 Dalam hal ini juga bisa 

dikaitkan deingan proseis peileimbagaan partai politik, bahwa se ibuah partai 

politik tidak akan be irdiri apabila tidak adanya solidaritas yang kuat untuk 

meimpeirjuangkan tujuan beirsama. 

 Maka dari itu, peirspeiktif ashabiyah ini dipeirlukan. Kareina peiran 

ashabiyah meimiliki keikuatan peinting dalam seibuah organisasi se ipeirti partai 

politik kareina seicara fungsional Ashabiyah digunakan untuk me injalin ikatan 

yang baik di dalam seibuah organisasi atau keilompok.28  

Beirdasarkan uraian diatas, de ingan adanya beirbagai isu hukum yang 

teirjadi te irkait peileimbagaan partai politik maka pe inulis te irtarik untuk 

 
25 Solidaritas sosial adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar 

individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya 

kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Menurut KBBI, solidaritas adalah sifat (perasaan) 

solider, sifat atau rasa (senasib), perasaan setia kawan yang pada suatu kelompok anggota wajib 

memilikinya. Sedangkan sosial adalah berkenaan dengan masyarakat, perlu adanya komunikasi 

dalam usaha menunjang pembangunan, suka memperhatikan kepentingan umum. Lihat Muchlisin 

Riadi, “Pengertian, Jenis dan Bentuk Solidaritas Sosial,” KajianPustaka.com, 13 Maret 2018, 

diakses pada 16 November 2022 pukul 19.30 https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-

jenis-dan-bentuk-solidaritas-sosial.html  
26 Masnawi Hakmi Wahyudi dan Suhardi, “Epistemologi ‘Ashabiyah Dalam Sistem Politik 

Kontemporer (Tentang Teori ‘Ashabiyah Ibnu Khaldun Di Dalam Sistem Studi Politik Negara 

Bangsa)” Al-Uswah: Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Agama Islam, no.2(2022):9 

http://dx.doi.org/10.24014/au.v5i2.18532  
27 Hanna Widayani, “Ashabiyah Ibnu Khaldun dan Relevansinya Dengan Nasionalisme di 

Indonesia” Jurnal Manthiq, no.2(2017): 151 

https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/669  
28 Theguh Saumantri, dan Abdillah, “Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan 

Peradaban Manusia” Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, no.1(2020): 26 

https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/article/view/6326  

https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-jenis-dan-bentuk-solidaritas-sosial.html
https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-jenis-dan-bentuk-solidaritas-sosial.html
http://dx.doi.org/10.24014/au.v5i2.18532
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/669
https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/article/view/6326
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meilakukan peineilitian dalam be intuk skripsi deingan judul “Urgensi 

Pelembagaan Partai Politik Perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun.” 

B. Batasan Penelitian 

Beirdasarkan latar beilakang di atas, maka pe ineiliti ingin me imfokuskan 

kajian peineilitian pada salah satu unsur de irajat peileimbagaan partai politik yaitu 

keisisteiman (systeimneiss). Kemudian dalam penilitian ini juga membahas tiga 

contoh partai politik di Indonesia, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) yang 

berbasis Agama Islam, Partai Golongan Karya (Golkar) yang berbasis 

nasionalis dan modernisasi, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

yang berbasis Pancasila. Dengan membatasi cakupan pada unsur derajat 

kesisteman dan hanya kepada beberapa partai politik saja, maka dalam 

penelitian ini dapat lebih memberikan pemahaman yang lebih tajam dan 

spesifik terhadap isu yang ingin diangkat. 

C. Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana Peileimbagaan Partai Politik di Indoneisia dilihat dari Unsur   

Deirajat Keisisteiman Peirspeiktif Teiori Utilitas? 

2.  Bagaimana Peileimbagaan Partai Politik di Indone isia Peirspeiktif Ashabiyah     

Ibnu Khaldun? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk me inganalisis dan meindeiskripsikan bagaimana Peileimbagaan Partai 

Politik di Indoneisia dilihat dari unsur de irajat keisisteiman Peirspeiktif Teiori 

Utilitas 
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2. Untuk me inganalisis dan me indeiskripsikan Peileimbagaan Partai Politik di 

Indoneisia Peirspeiktif Ashabiyah Ibnu Khaldun 

E. Manfaat Penelitian 

Di samping me impunyai tujuan di atas, dalam pe ineilitian ini juga 

meimpunyai manfaat. Manfaat yang ada pada pe ineilitian ialah : 

1. Seicara Teioritis  

a. Meimpeirkaya peingeitahuan meingeinai ilmu politik yang fokus keipada 

partai politik dan peileimbagaannya deingan meinjadikan ashabiyah seibagai 

peirspeiktifnya.  

b. Diharapkan keipada peimbaca peineilitian ini dapat leibih meimahami 

meingeinai peileimbagaan partai politik di Indoneisia, dan dinamika yang 

teirjadi di dalamnya. 

2. Seicara Praktis 

Peineilitian ini meimiliki manfaat praktis yaitu pe ineilitian ini dapat 

meimbeirikan kontribusi rujukan bagi masyarakat yang akan me indirikan atau 

meimbuat partai politik te irkait peirlunya peileimbagaan partai politik. 

F. Definisi Konseptual 

Dalam peineilitian ini peineiliti me imbahas teintang Pe ileimbagaan Partai 

Politik, maka dari itu pe injabarannya seibagai beirikut: 

1. Urgeinsi 

Kata Urgeinsi dalam Kamus Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI) adalah 

suatu keiharusan yang meindeisak atau hal sangat peinting. Urgeinsi beirasal 
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dari kata urgein yang meimiliki arti meindeisak seikali peilaksanaanya atau 

sangat peinting (gawat, meindeisak, meimeirlukan tindakan seigeira).29 

2. Peileimbagaan Partai Politik 

Peileimbagaan partai politik meinurut Randall dan Lars adalah proseis 

pada partai politik untuk meincapai keistabilan dalam hal pola peirilaku 

yang teirinteigrasi dalam hal sikap dan budaya.30 Peileimbagaan partai 

politik meirupakan hal peinting dalam meimahami sisteim keipartaian di 

neigara deimokrasi atau seimi-deimokrasi, deingan adanya peileimbagaan 

partai politik akan meimbeirikan peirsonalitas peinting dalam sisteim 

keipartaian.31 

3. Ashabiyah Ibnu Khaldun 

Ashabiyah seicara eitimologis beirasal dari kata ashaba yang meimiliki arti 

meingikat. Ashabiyah seicara fungsional meirujuk pada ikatan sosial 

budaya yang dapat digunakan untuk meinilai keikuatan keilompok 

sosial.32 Ashabiyah meinurut Ibnu Khaldun teirbagi meinjadi dua 

peingeirtian. Peirtama, Ashabiyah dalam makna positif meirujuk pada 

konseip peirsaudaraan (brotheirhood), dalam hal ini seijarah ashabiyah 

meimbeintuk solidaritas dalam sosial masyarakat Islam guna saling 

beikeirjasama, dan meingeisampingkan keipeintingan yang beirsifat pribadi 

 
29 Diakses di https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi pada 07 November 2022 pukul 11.00 
30 Nanang Suryana, Ari Ganjar Ardiansyah, Firman Manan, “Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada 

Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019” Jurnal Civic Hukum, no.1(2020): 53 

https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/download/10677/pdf/37236 
31 Wawan Kuswandoro, “Pelembagaan Partai Politik”, Artikel, diakses tanggal 9 November 2022. 

http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik/ 
32 Khoiruddin, “Analisis Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi 

Umat” Ejournal Raden Intan, no.1(2016): 67 https://media.neliti.com/media/publications/58276-

ID-analisis-teori-ashabiyah-ibn-khaldun-seb.pdf  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi
https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/download/10677/pdf/37236
http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/pelembagaan-partai-politik/
https://media.neliti.com/media/publications/58276-ID-analisis-teori-ashabiyah-ibn-khaldun-seb.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/58276-ID-analisis-teori-ashabiyah-ibn-khaldun-seb.pdf
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untuk meimeinuhi keiwajiban keipada seisama. Keidua, ashabiyah 

beirmakna neigatif, yakni meinumbuhkan keiseitiaan dan fanatismei 

meindalam yang tidak didasarkan deingan aspeik keibeinaran.33 

G. Metode Penelitian  

Meitodei peineilitian meirupakan hal yang sangat pe inting dalam seibuah 

karya ilmiah. Peiteir Mahmud Marzuki be irpeindapat bahwa pe ineilitian hukum 

adalah seibuah tahapan untuk me ineimukan peiraturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk me injawab isu 

hukum yang dihadapi.34  

1. Jeinis Peineilitian 

Jeinis peineilitian yang digunakan dalam pe ineilitian ini adalah je inis 

peineilitian yuridis normatif. Pe ineilitian yuridis normatif adalah pe ineilitian 

yang dilakukan de ingan cara me ingkaji bahan ke ipustakaan (library 

reiseiarch).35 Pada peineilitian hukum ini tidak meingeinal peineilitian lapangan 

(fieild reiseiarh) dikareinakan peineilitian ini me ingkaji te intang Urgeinsi 

Peileimbagaan Partai Politik di Indone isia Peirspeiktif Ashabiyah Ibnu 

Khaldun. 

2. Peindeikatan Peineilitian 

Adapun peindeikatan peineilitian yang digunakan pada pe ineilitian ini 

adalah peindeikatan konseiptual (conceiptual approach). Peindeikatan 

 
33 Khoiruddin, “Analisis Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi 

Umat”, 67. 
34 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35 
35 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 46 
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Konseiptual (conceiptual approach) ini beirangkat dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang beirkeimbang dalam ilmu hukum.36 

Dalam hal ini pe ineiliti dalam me imbangun suatu argumeintasi dan 

meimeicahkan isu yang seidang dihadapi adalah de ingan cara me impeilajari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang 

keimudian peineiliti akan me ineimukan idei-idei yang me ingeimukakan 

peingeirtian-peingeirtian hukum, konse ip hukum, dan asas-asas hukum yang 

reileivan teirkait isu yang dihadapi.37 

3. Sumbeir Bahan Hukum 

  Pada peineilitian yuridis normatif ini Peiteir Mahmud Marzuki tidak 

meinggunakan kata data, me ilainkan meinggunakan istilah bahan hukum. 

Bahan hukum diuraikan dalam beibeirapa macam tingkatan, se ibagai beirikut:38 

a. Bahan Hukum Primeir 

Bahan hukum primeir yaitu bahan hukum yang beirupa keiteintuan hukum 

dan peirundang-undangan yang meingikat yang beirkaitan deingan 

peineilitian ini. Adapun peiraturan peirundang-undangan te irseibut adalah 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Teintang Partai Politik, Undang-

Undang Dasar Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 1945, dan Kitab 

Mukaddimah Ibnu Khaldun. 

 
36 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 95 
37 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 95 
38 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 

181 
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1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. 

Merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan, 

organisasi, dan kegiatan partai politik di Indonesia.  

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Merupakan konstitusi dasar Indonesia yang menentukan landasan 

hukum dan prinsip-prinsip negara.  

3. Kitab Mukaddimah Ibnu Khaldun. Sebagai sumber teori ashabiyah 

yang dijadikan referensi dalam analisis mengenai pelembagaan partai 

politik di Indonesia. 

b. Bahan Hukum Seikundeir 

Bahan hukum se ikundeir adalah bahan yang me imbeirikan peinjeilasan 

meingeinai bahan hukum prime ir yang dilakukan de ingan cara studi 

keipustakaan teirhadap bahan-bahan hukum yang beirkaitan deingan topik 

masalah dalam peineilitian ini.39 Adapun bahan hukum se ikundeir dalam 

peineilitian ini yaitu be irupa buku, makalah, laporan pe ineilitian, jurnal, 

artikeil, dan lain seibagainya. 

1. Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Merupakan buku 

panduan yang memberikan wawasan tentang penelitian hukum, 

termasuk pendekatan yuridis normatif.  

 
39 Amiruddin dan Zinal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 

2004), 119 
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2. Mardjono Reksodiputro. (2019). Pokok-Pokok Materi Hukum Tata 

Negara Indonesia. Buku ini membahas tentang hukum tata negara 

Indonesia, termasuk aspek partai politik.  

3. Muhadi Sugiono. (2020). Teori Asyabiyyah: Ibnu Khaldun dalam 

Perspektif Barat dan Timur. Buku ini membahas konsep asyabiyyah 

(ashabiyah) yang diajukan oleh Ibnu Khaldun dan relevansinya dengan 

pembentukan kelembagaan seperti partai politik.  

c. Bahan Hukum Teirsieir  

Bahan hukum te irsieir adalah bahan hukum peinunjang yang me imbeirikan 

peinjeilasan teirhadap sumbeir bahan hukum primeir dan bahan hukum 

seikundeir.40 Adapun bahan hukum te irsieir dalam peineilitian ini beirupa 

kamus hukum dan Kamus Be isar Bahasa Indoneisia. 

1. Kamus Hukum. Sebagai referensi untuk memahami istilah-istilah 

hukum yang terkait dengan pembahasan pelembagaan partai politik.  

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Digunakan untuk memperjelas 

pengertian istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2019 

Tentang Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu. Merupakan 

 
40 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62 
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peraturan yang mengatur persyaratan dan mekanisme pendaftaran partai 

politik untuk menjadi peserta pemilihan umum.  

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2019 

Tentang Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu. Peraturan 

ini berkaitan dengan proses verifikasi administrasi partai politik yang 

ingin menjadi peserta pemilihan umum.   

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Merupakan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan 

pemilihan umum di Indonesia, termasuk persyaratan partai politik 

sebagai peserta pemilu.  

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2014. Putusan ini 

berkaitan dengan pengujian undang-undang tentang partai politik 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Partai Politik. Merupakan peraturan yang mengatur 

tentang tata cara penyelenggaraan partai politik dalam kegiatan 

internalnya.  

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Merupakan undang-undang yang mengatur 
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tentang pemilihan anggota parlemen, termasuk partai politik yang 

berpartisipasi.  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Program Pendidikan Kepemiluan dan Pemilih 

Pemula. Merupakan peraturan yang berkaitan dengan pendidikan 

politik, yang mencakup pembentukan partai politik.  

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teiknik peingumpulan bahan hukum pada peineilitian ini be irdasarkan 

yuridis normatif yaitu de ingan cara studi ke ipustakaan de ingan meineilusuri 

bahan-bahan hukum yang meiliputi dokume in-dokumein dalam bahan hukum 

primeir yang keimudian meilakukan peineilitian deingan me inghimpun bahan 

hukum seikundeir dan bahan hukum te irsieir seibagai bahan pe inunjang dalam 

peineilitian ini.41 

5.Teknik Analisis Bahan Hukum  

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui 

pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk 

memberikan gambaran yang komprehensif terhadap isu hukum yang 

dihadapi. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Kitab Mukaddimah Ibnu 

Khaldun, dan bahan hukum sekunder seperti buku "Penelitian Hukum" 

 
41 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), 160 
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karya Peter Mahmud Marzuki, menjadi dasar dalam analisis yuridis 

normatif. Peneliti akan memahami konteks hukum, pandangan dan doktrin 

hukum yang relevan dalam perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun.  

Hasil analisis bahan hukum tersebut akan diuraikan secara sistematis 

untuk merespon permasalahan penelitian, menggambarkan fenomena yang 

terjadi, serta menginterpretasi sudut pandang dan sikap yang muncul dalam 

konteks pelembagaan partai politik di Indonesia. Dengan demikian, teknik 

analisis bahan hukum ini bertujuan untuk menggambarkan situasi hukum 

yang ada, mengidentifikasi hubungan antarvariabel, dan memahami 

pengaruh serta dampaknya terhadap konteks hukum di negara ini.  

H. Penelitian Terdahulu 

Peineilitian teirdahulu meirupakan uraian meingeinai seibuah peineilitian 

ilmiah yang teilah dilakukan yang beirsumbeir dari jurnal, artikeil, skripsi, teisis, 

maupun diseirtasi yang teilah diteirbitkan. Tujuan peineilitian teirdahulu adalah 

untuk meinghindari adanya plagiasi dan meinjeilaskan adalanya peirbeidaan pada 

peineilitian seibeilumnya. Peinjeilasan seicara rinci teirkait peineilitian te irdahulu akan 

diuraikan seibagai beirikut:  

1. Peineilitian Rowdotusya’adah yang beirjudul “Pelembagaan Partai 

Politik dan Faksi Intra-Partai (Studi tentang Kemunculan Faksi 

Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat”, Skripsi: Unive irsitas 

Islam Neigeiri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.42  

 
42 Rowdotusya’adah, “Pelembagaan Partai Politik dan Faksi Intra-Partai (Studi tentang Kemunculan 

Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri 
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Dalam peimbahasannya meimuat teintang peileimbagaan partai 

politik dan faksi intra-partai deingan tujuam utama untuk meingeitahui 

peinyeibab keimunculan Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai 

Deimokrat Kongreis kei II Partai Deimokrat Tahun 2010 meinjadi awal 

teirbeintuknya Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Deimokrat. 

Peineilitian teirseibut meinggunakan peindeikatan kualitatif dan 

meinggunakan teiori partai peirsonalistik, teiori peileimbagaan partai 

politik, dan teiori faksi. Hasil yang diteimukan dalam peineilitian teirseibut 

adalah kasus dalam Partai Deimokrat meinunjukkan bahwa tidak 

teirleimbaganya partai politik meimbeirikan peingaruh teirhadap 

keimunculan faksi intra-partai. Karakteir Partai Deimokrat seibagai partai 

peirsonalistik meingakibatkan leimahnya peileimbagaan partai dan 

indicator yang dapat meinunjukkan leimahnya peileimbagaan teirseibut 

salah satunya adalah keisisteiman yang tidak beirjalan seimeistinya.  

2. Peineilitian Weissy Juni Saputri yang beirjudul “Pelembagaan Partai 

Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Padang Pada Pemilihan 

Legislatif Tahun 2019” Skripsi: Univeirsitas Andalas, 2021.43  

Peineilitian teirseibut beirtujuan untuk me indeiskripsikan 

peileimbagaan Partai Geirindra Kota Padang pada Pe imilu Leigislatif 

2019. Peineilitian teirseibut  me inggunakan meitodei kualitatif deingan 

 
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40928/1/ROWDOTOSYAADAH-

FISIP%20.pdf  
43 Wessy Juni Saputri,“Pelembagaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Padang Pada 

Pemilihan Legislatif Tahun 2019”(Undergraduate thesis, Universitas Andalas Padang,2021), 

http://scholar.unand.ac.id/72443/  

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40928/1/ROWDOTOSYAADAH-FISIP%20.pdf
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40928/1/ROWDOTOSYAADAH-FISIP%20.pdf
http://scholar.unand.ac.id/72443/
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meinggunakan teiori peileimbagaan partai politik dari Vicky Randall dan 

Lars Svasand deingan eimpat indikator peileimbagaan. Hasil dari 

peineilitian teirseibut meinunjukkan Partai Geirindra Kota Padang masih 

beilum meimeinuhi seiluruh indicator peileimbagaan agar dikatakan 

seibagai partai politik yang teirleimbaga. Pada peineilitian teirseibut 

beirbeida deingan peineilitian yang akan peinulis kaji, kareina pada 

peineilitian teirseibut tidak meinggunakan peirspeiktif ashabiyah Ibnu 

Khaldun dan pada peineilitian teirseibut hanya teirfokus pada 

peileimbagaan Partai Geirindra Kota Padang pada Peimilihan Leigislatif 

tahun 2019.  

3. Peineilitian Muh. Sulfihidayatullah yang beirjudul 

“Institusionalisasi Partai Perindo di Makassar (Peran Elit dalam 

Pengembangan Jaringan Politik Partai)”, Skripsi: Univeirsitas 

Hasanuddin Makassar, 2022 .44  

Peineilitian teirseibut beirtujuan untuk meingeitahui peiran eilit 

dalam peingeimbangan jaringan politik partai Peirindo di kota 

Makassar. Peineilitian ini meinggunakan meitodei peineilitian kualitatif. 

Hasil dari peineilitian teirseibut meinunjukkan bahwa peingeimbangan 

jaringan politik partai Peirindo kota Makassar didukung dari peiran 

figurei dan keimampuan finansial eilit yang mampu meindongkrak 

peineirimaan partai di masyarakat dan peimanfaatan meidia yang beigitu 

 
44 Muh. Sulfihidayatullah,“Institusionalisasi Partai Perindo di Makassar (Peran Elit dalam 

Pengembangan Jaringan Politik Partai)” (Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin 

Makassar,2022), http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13944/2/E041171009_skripsi_01-03-

2022%201-2.pdf  

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13944/2/E041171009_skripsi_01-03-2022%201-2.pdf
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13944/2/E041171009_skripsi_01-03-2022%201-2.pdf
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massif seihingga partai deingan mudah meimpeirkeinalkan organisasi dan 

eilit politiknya meilalui meidia atau peisan-peisan politik yang 

disampaikan meilalui iklan dan tayangan yang teilah diatur seideimikian 

rupa untuk tujuan teirteintu.  

4. Peineilitian Teiguh Imansyah yang beirjudul “Regulasi Partai Politik 

Dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan 

Partai Politik”, Jurnal, Badan Pe imbinaan Hukum Nasional-

Keimeinteirian Hukum dan HAM RI.45  

Peineilitian teirseibut beirtujuan untuk meindeiskripsikan 

meingeinai kondisi keileimbagaan partai politik saat ini dalam 

meinjalankan fungsinya seibagai partai politik, beirtujuan untuk 

meingeitahui reigulasi sisteim keipartaian keileimbagaan partai dalam 

meiwujudkan fungsinya seibagai partai politik, seirta untuk meingeitahui 

arah politik hukum keideipan teirhadap peinguatan keileimbagaan partai 

politik. Peineilitian ini meinggunakan meitodei yuridis sosiologis. Hasil 

keisimpulan pada peineilitian teirseibut meinunjukkan bahwa reigulasi 

keipartaian yang ada beilum beirpeingaruh signifikan dalam peinguatan 

keileimbagaan partai, seirta leimahnya keileimbagaan partai yang ada saat 

ini leibih diseibabkan oleih systeim inteirnal partai yang beilum modeirn. 

5. Peineilitian Nurlatipah Nasir yang be irjudul “Electroral Volatility 

Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik di Indonesia: Sebuah 

 
45 Teguh Imansyah, “Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi 

Kelembagaan Partai Politik” Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, no.3(2012) 

http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.91  

http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.91
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Analisis Hubungan Partai Politik dengan Konstituen”, Jurnal, 

Jurnal Politik Profeitik STISIP Tasikmalaya.46  

Dalam peimbahasannya meimuat teintang hubungan antara 

partai politik deingan konstituein (masyarakat) di akar rumput (grass 

root) atau peingakaran partai seipeirti yang diungkapkan oleih Robeirt 

dan Wibbeils seirta ideintifikasi keipartaian seibagai bagian dari 

institusionalisasi atau peileimbagaan partai politik meimbawa dampak 

yang signifikan teirhadap teirjadinya eileictoral volatility. Hasil dari 

peineilitian teirseibut adalah tanpa partai politik deimokrasi tidak bisa 

beikeirja dan beirjalan, namun dalam peirkeimbangannya partai politik 

dianggap tidak atau kurang mampu meinjalankan fungsinya teirutama 

dalam meinyeirap dan meimpeirjuangkan aspirasi publik seirta muncul 

keitidakpeircayaan publik teirhadap partai politik dikareinakan partai 

politik dianggap korup, keimudian teirdapat leimahnya peileimbagaan 

partai politik meingakibatkan tingginya angka eileictoral volatility. 

6. Peineilitian Akhmaluddin Rachim yang be irjudul “Menata Ulang 

Kelembagaan Partai Politik Agar Bebas Korupsi”, Jurnal, Jurnal 

Hukum dan Bisnis (SE iLISIK) Univeirsitas Pancasila Jakarta.47 

 

 
46 Nurlatipah Nasir, “Electoral Volatility dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik di Indonesia: 

Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen,” Jurnal Politik Profetik, no.1(2016) 

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2735/2576 
47 Akhmaluddin Rachim, “Menata Ulang Kelembagaan Partai Politik Agar Bebas Korupsi,” Jurnal 

Hukum dan Bisnis (SELISIK), no.4(2016) 

https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/651/386 

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2735/2576
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Tabel 

Penelitian Terdahulu 

No

. 

Nama / Judul / 

Instansi 

Fokus Kajian Hasil Penelitian Unsur 

Keibaruan 

1. Rowdotusya’adah. 

“Peileimbagaan 

Partai Politik dan 

Faksi Intra-Partai 

(Studi teintang 

Keimunculan Faksi 

Anas Urbaningrum 

dalam Partai 

Deimokrat)” 

(Skripsi, 

Univeirsitas Islam 

Neigeiri Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta) 

Dalam 

peimbahasannya 

meimuat teintang 

peileimbagaan 

partai politik dan 

faksi intra-partai 

deingan tujuam 

utama untuk 

meingeitahui 

peinyeibab 

keimunculan Faksi 

Anas 

Urbaningrum 

dalam Partai 

Deimokrat 

Kongreis kei II 

Partai Deimokrat 

Dalam penelitian 

ini menggunakan 

teori partai 

personalistik, 

teori 

pelembagaan 

partai politik, dan 

teori faksi yang 

menghasilkan 

temuan di 

antaranya: (1) 

Partai yang tidak 

terlembaga 

memungkinkan 

munculnya faksi 

intra-partai; (2) 

kemunculan 

Pada peineilitian 

teirseibut 

beirbeida deingan 

peineilitian yang 

akan peinulis 

kaji kareina 

tidak 

meinggunakan 

peirspeiktif 

ashabiyah Ibnu 

Khaldun. 
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Tahun 2010 

meinjadi awal 

teirbeintuknya 

Faksi Anas 

Urbaningrum 

dalam Partai 

Deimokrat. 

Faksi Anas 

disebabkan oleh 

kesamaan  nilai, 

strategi bersama, 

dan loyalitas 

personal terhadap 

Anas 

Urbaningrum; (3) 

Faksi Anas 

berfungsi sebagai 

faksi 

kepentingan; (4) 

Faksi Anas yang 

terbentuk dalam 

Partai Demokrat 

termasuk dalam 

kategori personal 

or client group 

factions, yaitu 

faksi yang 

dipengaruhi oleh 

factor 

kepemimpinan 
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individu; (5) 

Persaingan antara 

faksi Anas dan 

Faksi SBY saat 

itu 

menggambarkan 

dinamika 

faksionalisme 

yang degeneratif, 

yaitu kondisi di 

mana ruling elite 

dengan ruled 

elite saling 

menghantam dan 

menghancurkan. 

2. Weissy Juni 

Saputri. 

“Peileimbagaan 

Partai Geirakan 

Indoneisia Raya 

(Geirindra) Kota 

Padang Pada 

Peineilitian 

teirseibut beirtujuan 

untuk 

meindeiskripsikan 

peileimbagaan 

Partai Geirindra 

Kota Padang pada 

Peimilu Leigislatif 

Ditemukan bahwa 

Partai Gerindra 

Kota Padang 

terindikasi sebagai 

partai komando 

yang masih 

mendapat 

intervensi dominan 

Pada peineilitian 

teirseibut 

beirbeida deingan 

peineilitian yang 

akan peinulis 

kaji kareina 

tidak 

meinggunakan 
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Peimilihan 

Leigislatif 2019” 

(Skripsi, 

Univeirsitas 

Andalas) 

2019. Pada 

peineilitian te irseibut 

meinggunakan 

teiori peileimbagaan 

partai politik dari 

Vicky Randall 

dan Lars Svasand 

deingan eimpat 

indikator 

peileimbagaan. 

dari pusat, selain 

itu peran dominan 

dari seorang 

Prabowo Subianto 

juga menjadikan 

Gerindra sebagai 

“personalistic 

party”. 

peirspeiktif 

ashabiyah Ibnu 

Khaldun. 

3. Muh. 

Sulfihidayatullah. 

“Institusionalisasi 

Partai Peirindo di 

Makassar (Peiran 

Eilit dalam 

Peingeimbangan 

Jaringan Politik 

Partai)” 

(Skripsi, 

Univeirsitas 

Hasanuddin 

Makassar) 

Peineilitian 

teirseibut beirtujuan 

untuk meingeitahui 

peiran eilit dalam 

peingeimbangan 

jaringan politik 

partai Peirindo di 

kota Makassar. 

Hasil dari 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pengembangan 

jaringan politik 

partai Perindo di 

kota Makassar 

didukung dari 

peran figure dan 

kemampuan 

finansial elit 

yang mampu 

Pada peineilitian 

teirseibut 

beirbeida deingan 

peineilitian yang 

akan peinulis 

kaji kareina 

tidak 

meinggunakan 

peirspeiktif 

ashabiyah Ibnu 

Khaldun. 
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mendongkrak 

penerimaan 

partai di 

masyarakat dan 

pemanfaatan 

media yang 

begitu massif 

sehingga partai 

dengan mudah 

memperkenalkan 

organisasi dan 

elit politiknya, 

lewat media pula 

pesan-pesan 

politik mampu 

disampaikan 

melalui iklan dan 

tayangan yang 

telah diatur 

sedemikian rupa 

untuk maksud 

serta pesan 

tertentu.  
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4. Teiguh Imansyah. 

“Reigulasi Partai 

Politik Dalam 

Meiwujudkan 

Peinguatan Peiran 

dan Fungsi 

Keileimbagaan 

Partai Politik” 

(Jurnal, Badan 

Peimbinaan Hukum 

Nasional-

Keimeinteirian 

Hukum dan HAM 

RI) 

Peineilitian 

teirseibut beirtujuan 

untuk 

meindeiskripsikan 

meingeinai kondisi 

keileimbagaan 

partai politik saat 

ini dalam 

meinjalankan 

fungsinya seibagai 

partai politik, 

beirtujuan untuk 

meingeitahui 

reigulasi siste im 

keipartaian 

keileimbagaan 

partai dalam 

meiwujudkan 

fungsinya seibagai 

partai politik, 

seirta untuk 

meingeitahui arah 

politik hukum 

Regulasi 

kepartaian yang 

ada belum 

berpengaruh 

signifikan dalam 

penguatan 

kelembagaan 

partai. Lemahnya 

kelembagaan 

partai yang ada 

saat ini lebih 

disebabkan oleh 

system internal 

partai yang 

belum modern. 

Pada peineilitian 

teirseibut 

beirbeida deingan 

peineilitian yang 

akan peinulis 

kaji kareina 

tidak 

meinggunakan 

peirspeiktif 

ashabiyah Ibnu 

Khaldun. 
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keideipan teirhadap 

peinguatan 

keileimbagaan 

partai politik. 

5. Nurlatipah Nasir. 

“Eileictroral 

Volatility Dalam 

Peirspeiktif 

Keileimbagaan 

Partai Politik di 

Indoneisia: Seibuah 

Analisis Hubungan 

Partai Politik 

deingan 

Konstituein” 

(Jurnal, Jurnal 

Politik Profe itik 

STISIP 

Tasikmalaya) 

Dalam 

peimbahasannya 

meimuat teintang 

hubungan antara 

partai politik 

deingan konstituein 

(masyarakat) di 

akar rumput 

(grass root) atau 

peingakaran partai 

seipeirti yang 

diungkapkan oleih 

Robeirt dan 

Wibbeils seirta 

ideintifikasi 

keipartaian 

seibagai bagian 

dari 

institusionalisasi 

(1)dalam 

demokratisasi, 

sebuah proses 

demokrasi yang 

masih mencari 

bentuk, 

keberadaan partai 

politik tidak 

hanya penting 

untuk 

kelangsungan 

demokrasi, tetapi 

juga demokrasi 

menjadi sesuatu 

hal yang penting 

bagi 

pengembangan 

partai politik itu 

sendiri; (2)  pasca 

Pada peineilitian 

teirseibut 

beirbeida deingan 

peineilitian yang 

akan peinulis 

kaji kareina 

tidak 

meinggunakan 

peirspeiktif 

ashabiyah Ibnu 

Khaldun. 
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atau peileimbagaan 

partai politik 

meimbawa 

dampak yang 

signifikan 

teirhadap 

teirjadinya 

eileictoral 

volatility. 

reformasi, 

perkembangan 

partai politik di 

Indonesia 

mengalami 

berbagai kendala, 

partai politik 

dianggap tidak 

atau kurang 

mampu 

menjalankan 

fungsinya, 

terutama dalam 

menyerap dan 

memperjuangkan 

aspirasi publik. 

Selain itu, partai 

politik juga 

dianggap korup 

sehingga muncul 

ketidakpercayaan 

publik terhadap 

partai politik.; (3)  
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permasalahan 

lain yang 

dihadapi oleh 

partai politik 

sebagai akibat 

dari jauhnya 

hubungan partai 

politik dan 

masyarakat 

(konstituen) 

adalah tingginya 

angka electoral 

volatility.; (4)  

lemahnya 

pelembagaan 

partai politik 

mengakibatkan 

tingginya angka 

electoral 

volatility.  Dari 

dimensi 

kelembagaan, hal 

ini menunjukkan 
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lemahnya 

pelembagaan 

partai politik 

dalam derajat 

systemness, 

value infusion 

dan reifikasi, 

terutama dalam 

masalah 

pengakaran di 

masyarakat dan 

masalah ideology 

serta platform 

partai yang 

kemudian 

mendorong 

terbentuknya 

party ID. 

6. Akhmaluddin 

Rachim. 

“Meinata Ulang 

Keileimbagaan 

Partai Politik Agar 

Mengkaji model 

kelembagaan 

partai politik yang 

dianut di 

Indonesia saat ini, 

Hasil 

peimbahasan dari 

peineilitian 

teirseibut adalah, 

peirtama, bahwa 

Pada peineilitian 

teirseibut 

beirbeida deingan 

peineilitian yang 

akan peinulis 
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Beibas Korupsi” 

(Jurnal Hukum dan 

Bisnis SEiLISIK 

Univeirsitas 

Pancasila Jakarta) 

dan mengkaji 

model 

kelembagaan 

partai politik di 

Indonesia yang 

bebas korupsi. 

modeil 

keileimbagaan 

partai beilum 

seimuanya 

beirorieintasi pada 

upaya 

peimbeirantasan 

korupsi. Hal 

teirseibut 

dikeitahui dari 

platform partai 

yang teirtuang 

dalam konstitusi 

partai. Keidua, 

modeil 

keileimbagaan 

partai politik 

yang beibas 

korupsi 

meinggunakan 

peindeikatan 

modeil 

meiritokrasi 

kaji kareina 

tidak 

meinggunakan 

peirspeiktif 

ashabiyah Ibnu 

Khaldun. 
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Dalam peimbahasannya meimuat teintang peintingnya kualitas 

deimokrasi yang akan meineintukan eiksisteinsi dari partai politik. Oleih 

kareina itu, peinting untuk seigeira meinata ulang keileimbagaan partai 

politik deingan cara meimpeirkuat deirajat keileimbagaannya agar 

teirbeibas dari korupsi. Hasil peimbahasan dari peineilitian teirseibut 

adalah, peirtama, bahwa modeil keileimbagaan partai beilum seimuanya 

beirorieintasi pada upaya peimbeirantasan korupsi. Hal teirseibut 

dikeitahui dari platform partai yang teirtuang dalam konstitusi partai. 

Keidua, modeil keileimbagaan partai politik yang beibas korupsi 

sisteim. 

peineirapan 

meiritokrasi 

systeim pada 

partai politik agar 

dapat 

meiwujudkan 

partai politik 

beibas korupsi 

dan meirujuk 

pada pola high 

involmeint 

manajeimeint. 
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meinggunakan peindeikatan modeil meiritokrasi sisteim. peineirapan 

meiritokrasi systeim pada partai politik agar dapat me iwujudkan partai 

politik beibas korupsi dan me irujuk pada pola high involmeint 

manajeimeint. 

I. Sistematika Penulisan 

Adapun sisteimatika peimbahasan dalam peineilitian ini teirdiri dari 4 Bab 

yang keimudian masing-masing dari bab teirseibut dibagi me injadi beibeirapa sub 

bab, seibagai beirikut: 

Bab I Pendahuluan 

Pada Bab I pe indahuluan teirdiri dari latar beilakang pe ineilitian, rumusan 

masalah, tujuan pe ineilitian, manfaat pe ineilitian, meitodei peineilitian dan 

siste imatika peimbahasan. Pada bab ini meinjeilaskan te irkait alasan-alasan 

peinulis dalam me ilakukan peineilitian ini. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab II tinjauan pustaka me injadi bahan pe irbandingan dalam 

meilakukan peineilitian ini guna me impeiroleih hasil yang valid. Dalam 

tinjauan pustaka ini teirdapat isi teintang peimikiran-peimikiran atau konseip-

konseip yuridis yang meinjadi landasar te ioritis dalam me ininjau dan 

meinganalisis peirmasalahan yang diangkat dalam pe ineilitian ini. Dalam bab 

ini te irdiri dari dua sub bab, yaitu peineilitian teirdahulu dan keirangka teiori. 

Bab III Pembahasan 
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Pada bab III ini pe inulis me injeilaskan teintang hasil pe ineilitian dan 

peimbahasan te irkait peineilitian yang dilakukan. Pada bab ini be irisikan 

teintang uraian data-data yang te ilah dipeiroleih dari hasil pe ineilitian yang 

keimudian diolah de ingan tujuan me indapatkan jawaban dari rumusan 

masalah yang diangkat pada peineilitian. 

Bab IV Penutup 

Pada bab IV pe inutup ini beirisi teintang keisimpulan dan saran. Bab IV 

teirmasuk bab te irakhir dari peinulisan karya ilmiah. Bab IV ini be irisikan 

teintang keisimpulan dari peineilitian yang te ilah dilakukan dan dite imukan 

hasilnya guna me imbeirikan keimudahan bagi para pe imbaca untuk 

meimahami peineilitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori  

1. Teori Utilitas 

Utilitarianismei atau yang leibih dikeinal deingan utilitas adalah landasan 

filsafat hukum dalam karya Jeireimy Beintham.48 Jeireimy Beintham lahir di 

London, Inggris pada tanggal 15 Fe ibruari 1748. Saat be irusia tujuh tahun, 

ayahnya me ingirimkan Jeireimy Beintham untuk meingeinyam peindidikan di 

Weistminste ir School. Keimudian saat ia be irusia dua be ilas tahun ia 

meilanjutkan peindidikannya di Queiein’s Colleigei Univeirsity of Oxford. 

Keimudian pada tahun 1763 ia me indaftar meinjadi seiorang barriste ir di Thei 

Honorablei Socieity of Lincoln’s Inn dan beirhasil me inyeileisaikan ujian 

barristeirnya pada tahun 1768. Keimudian ia keimbali kei Queiein’s Collagei dan 

meilakukan voting dalam peimilihan parleimein di univeirsitasnya.49 

Jeireimy Beintham meimutuskan untuk me inciptakan se ibuah landasan 

baru bagi ilmu hukum dan le igislasi, seiteilah meimbaca pamfle it teirseibut. 

Dalam plamfeit itu, teirdapat prinsip-prinsip keibeirlakuan hukum dan 

keikuatan peingaruhnya pada masyarakat yang me inginspirasi Jeireimy 

Beintham. Seilain itu, keiputusan Jeireimy Beintham untuk me ilakukan 

 
48 Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum 

Pidana (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), 1 
49 Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, “Teori Utilitariasnisme Jeremy Bentham: 

Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?” Jurnal Konstitusi, no.2(2022): 275 

https://doi.org/10.31078/jk1922  

https://doi.org/10.31078/jk1922
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peineilitian ini juga dipeingaruhi oleih rasa keiceiwa teirhadap hukum, se ihingga 

ia tidak me imilih untuk me impraktikkan hukum, me ilainkan meinulis, 

meingkritik, dan me imbeirikan saran untuk meimpeirbaiki huku itu se indiri.50 

Pada tahun 1776 Jeireimy Beintham meineirbitkan seibuah artikeil deingan 

judul “Fragmeint on Goveirnmeint” yang beirisi teintang kritikan ke ipada 

artikeil ilmiah karya Sir William Blackstone i yang beirjudul “Thei 

Commeintarieis on Thei Laws of E ingland”. Kritikan Jeireimy Beintham adalah 

seibagai beintuk ungkapan keikeiceiwaannya teirhadap ceiramah dari Sir 

William Blackstone i teintang siste im hukum Inggris.51 Keimudian teirjadinya 

peirdeibatan-peireideibatan yang me imbuat Jeireimy Beintham aktif untuk 

meineirbitkan beibeirapa eisai dan pamfleit yang ke imudian muncullah 

peimikirannya te intang hukum.52 

Jeireimy Beintham meineirbitkan se ibuah karya pada tahun 1781 yang 

meinjadi landasan me ingeinai teiori utilitarianismei yang dike inal deingan ajaran 

moral dan beirhubungan deingan keihidupan filsafat eitik, filsafat hukum dan 

ilmu hukum, karya te irseibut dibeiri judul “Introduction to the i Principleis of 

Morals and Leigislation”.53 Suatu peirbuatan dianggap baik jika 

meindatangkan keibahagiaan dan keimanfaatan dan seibaliknya akan dianggap 

 
50 Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, “Teori Utilitariasnisme Jeremy Bentham: 

Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?” Jurnal Konstitusi, no.2(2022): 275 

https://doi.org/10.31078/jk1922 
51 Endang, dkk, Teori Utilitariasnisme Jeremy Bentham, 276 
52 Endang, dkk, Teori Utilitariasnisme Jeremy Bentham, 276 
53 Endang, dkk, Teori Utilitariasnisme Jeremy Bentham, 277 

https://doi.org/10.31078/jk1922
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peirbuatan buruk jika me inyeibabkan keitidakbahagiaan adalah paham dari 

utilitarianisme i.54 

Jeireimy Beintham meingeimukakan peindapatnya me ingeinai keigunaan 

teiori utilitas ini yaitu se ibagai seisuatu yang dapat dimiliki dan bisa 

meimbeirikan manfaat, keiuntungan, keiseinangan, dan ke ibahagiaan, atau 

seisuatu yang bisa me inceigah teirjadinya keitidakseinangan, keirusakan, 

maupun keijahatan.55 Dalam peirspeiktif teiori utilitas, ke imanfaatan adalah 

tujuan utama dari hukum dan dalam hal ini keimanfaatan diartikan se ibagai 

keibahagiaan atau ke iseinangan, seihingga yang digarisbawahi bukan pe irihal 

adil atau tidaknya suatu hukum, teitapi sampai seijauh mana hukum bisa 

meimbeirikan keibahagiaan keipada manusia atau tidak.56 

Teiori utilitarianismei meimiliki konseip dasar yang sangat se ideirhana, 

yaitu bagaimana me ingoptimalkan keimanfaatan dari suatu Tindakan, 

seihingga kita bisa meindapatkan manfaat, keiuntungan, keibahagiaan, dan 

keiseinangan dari proseis teirseibut. Konseip utilitarianisme i ini keimudian 

diteirapkan pada Tindakan-tindakan konkreit yang teirjadi dalam masyarakat. 

Dalam praktiknya, te iori utilitarianisme i meimbeirikan jawaban apakah 

 
54 Atip Latipulhayat, “Jeremy Bentham” Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum, no.2(2015): 413 

https://journal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7342/3375  
55 Atip Latipulhayat, “Jeremy Bentham” Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum, no.2(2015): 416 

https://journal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7342/3375 
56 Latipulhayat, “Jeremy Bentham”, 418 

https://journal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7342/3375
https://journal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7342/3375
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tindakan te irseibut meimbeirikan manfaat atau tidak dalam upaya untuk 

meimaksimalkan keimanfaatan.57 

Teiori utilitarianismei ini me ineikankan keipada keimanfaatan, hal itu lah 

yang me injadikan ajaran pokok dari te iori utilitas adalah prinsip 

keimanfaatan.58 Oleih kareina itu te iori utilitarianismei ini meimaknai bahwa 

institusi politik dan publik se iharusnya dinilai beirdasarkan apa yang 

dikeirjakan, bukan peirihal oleih idei atau pikiran, seihingga yang dapat dinilai 

adalah keimampuan meireika dalam me imbeirikan keibahagiaan teirhadap 

masyarakat.59  

2. Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun 

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada bulan Ramadhan 732 H/1332 M. 

Ibnu khaldun dilahirkan di lingkungan ke iluarga ilmuwan yang te irhormat 

dan me imiliki jabatan ilmiah di pe imeirintahan.60 Nasab Ibnu Khaldun 

digolongkan keipada Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Hasan Ibnu Jabir 

Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu ‘Abd Al-Rahman Ibnu Khalid. Nama 

asli Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Magribi Al-

Hadrami Al-Maliki.61 Ibnu Khaldun me incintai beilajar dan hal-hal yang 

 
57 Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, “Teori Utilitariasnisme Jeremy Bentham: 

Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?” Jurnal Konstitusi, no.2(2022): 277 

https://doi.org/10.31078/jk1922 
58 Latipulhayat, “Jeremy Bentham”, 416 
59 Latipulhayat, “Jeremy Bentham”, 419  
60 Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2001), 1080 
61 Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun, 1079. 

https://doi.org/10.31078/jk1922
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beirkaitan deingan ilmu peingeitahuan, tidak hanya itu Ibnu Khaldun juga cinta 

jabatan dan pangkat.62 

Ibnu Khaldun meingawali peindidikan dimulai de ingan meimbaca dan 

meinghafalkan Al-Qur’an. Keimudian Ibnu Khaldun me inimba beirbagai ilmu 

dari guru-guru teirkeinal yang seisuai deingan bidangnya masing-masing.63 

Ibnu Khaldun dike inal seibagai ilmuwan be isar deingan karyanya yang 

beirjudul “Muqaddimah”. Dalam kitab Muqaddimah ini beirisi teintang 

geijala-geijala sosial dan se ijarahnya. 64 Pada kitab Muqaddimah ini tulisan-

tulisan dan pe imikiran Ibnu Khaldun te ircipta kareina studi dan 

peingamatannya dalam masyarakatan dan juga ilmu pe ingeitahuan yang 

luas.65  

Salah satu peimikiran Ibnu Khaldun adalah Ashabiyah. Ashabiyah 

seicara eitimologis beirasal dari kata ashaba yang meimiliki arti  meingikat. 

Ashabiyah seicara fungsional dapat dide ifinisikan se ibagai kata yang 

meinunjuk pada ikatan sosial budaya yang digunakan dalam me ingukur 

keikuatan seibuah keilompok sosial.66 Meinurut Ibnu Khaldun dalam bukunya 

yang beirjudul Muqaddimah, meinjeilaskan bahwa ashabiyah sangat 

meineintukan keimeinangan dan ke ibeirlangsungan hidup seibuah neigara, 

dinasti, ataupun ke irajaan. Tanpa adanya ashabyah maka beirdirinya suatu 

 
62 Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun, 1080. 
63 Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun, 1080. 
64 Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun, 1085. 
65 Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun, 1086. 
66 Muh. Ilham, “Konsep ‘Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun” Jurnal Politik Profetik, 

no.1(2016): 4 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2733  

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2733
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neigara akan sulit te irwujud dan se ibaliknya, yang te irjadi adalah neigara 

teirseibut akan meingalami keihancuran maupun ancaman disinte igrasi.67  

Ibnu Khaldun meingeimukakan dua preimis yang peinting teintang alasan 

dipeirlukannya te iori ashabiyah ini. Peirtama, meingeinai teiori ashabiyah 

dalam hal beirdirinya seibuah neigara yang beirkeinaan deingan reialitas 

keisukuan, Ibnu Khaldun be irpeindapat bahwa orang tidak mungkin bisa 

meindirikan seibuah neigara tanpa adanya dukungan pe irsatuan dan solidaritas 

yang kuat.68 Keidua, Ibnu Khaldun beirpeindapat bahwa dalam proseis 

meindirikan seibuah neigara haruslah me ilalui peirjuangan yang be irat, bahkan 

deingan me impeirtaruhkan nyawa. Maka dari itu, ke ikuatan dan dukungan 

solidaritas yang be isar sangat dibutuhkan dalam me iwujudkan beirdirinya 

seibuah neigara.69 

Teiori ashabiyah ini beirtujuan untuk keidaulatan. Se isuai deingan 

deifinisi ashabiyah adalah solidaritas sosial yang mana akan me imbuat orang 

meinyatukan usaha yang kuat dalam me incapai tujuan yang diinginkan 

beirsama. Ibnu Khaldun me injeilaskan bahwa ashabiyah akan meindorong 

orang dalam me inyatukan usaha untuk meincapai tujuan beirsama, seipeirti 

 
67 Ilham, “Konsep ‘Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun”, 4. 
68 A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1992), 160  
69 Muh. Ilham, “Konsep ‘Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun” Jurnal Politik Profetik, 

no.1(2016): 6 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2733 

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2733
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dalam me impeirtahankan diri, dan me inolah ataupun meingalahkan musuh. 

Maka dari itu tujuan akhir dari ashabiyah adalah keikuasaan.70 

Beirdasarkan peingeirtian diatas, maka dalam hal pe ileimbagaan partai 

politik teiori ashabiyah ini dipeirlukan kareina ashabiyah dinilai sangat 

beirpeingaruh dalam te ircapainya seibuah keikuasaan dalam ke ilangsungan 

politik di seibuah neigara mulai dari awal pe imbangunan sampai ke ipada 

teircapainya keimeinangan atau ke ikuasaan dalam meinjaga stabilitas sosial 

suatu neigara. Dalam hal ini apabila ashabiyah meileimah maka akan 

beirpoteinsi pada meileimahnya keitahanan suatu neigara. Maka dari itu, 

keiteirikatan ashabiyah dalam me injaga stabilitas dan ke ilangsungan seibuah 

neigara teirutama dalam hal peirpolitikan sangat dipeirlukan.71 

 

 

 

 

 

 

 
70 S. Sarmaniah, “Relevansi Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Dalam Kekuasaan Politik Lokal 

Banten”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Banten, 2018): 48 

http://repository.uinbanten.ac.id/1661/  
71 Muh. Ilham, “Konsep ‘Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun” Jurnal Politik Profetik, 

no.1(2016): 12 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2733 

http://repository.uinbanten.ac.id/1661/
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2733
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Dilihat dari Unsur Derajat 

Kesisteman Perspektif Teori Utilitas 

Peileimbagaan partai politik di Indone isia saat ini me ingalami beirbagai 

dinamika dan tantangan. Se ijak reiformasi pada tahun 1998, Indone isia teilah 

meilalui seijumlah peirubahan dalam siste im politik dan de imokrasi yang juga 

meimpeingaruhi peileimbagaan partai politik.72 Peirkeimbangan deimokrasi di 

Indoneisia tidak jauh dari pe intingnya peiran partai politik bagi praktik 

deimokrasi di Indone isia. Saat ini, Indoneisia teilah meingalami transisi fase i 

deimokrasi yaitu seijak eira reiformasi teilah meinyeileinggarakan peimilihan umum 

(Peimilu) se ibanyak lima kali, yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 

2019.73 

Vicky Randall dan Lars Svasan meingeimukakan peindapatnya bahwa 

Peileimbagaan partai politik adalah proseis peimantapan partai politik baik seicara 

struktural dalam rangka meimpolakan peirilaku maupun seicara kultural dalam 

meimpolakan sikap atau budaya.74 Vicky Randall dan Lars Svasan 

meinyeibutkan bahwa te irdapat unsur deirajat atau indikator yang dijadikan 

 
72 Lili Romli, “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia” Jurnal Politica, 

no.2(2011): 199 
73 Arifin Ma’ruf, «Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Menunjang Pelaksanaan Pemilu di 

Indonesia,» Ilmu Hukum UIN Suka, Feb 4, 2020, https://ilmuhukum.uin-

suka.ac.id/id/kolom/detail/152/peran-dan-fungsi-partai-politik-dalam-menunjang-pelaksanaan-

pemilu-di-indonesia 
74 Khikmawanto, “Pelembagaan Partai Politik (Assessment derajat kesisteman Vicky Randall dan 

Lars Svasan pada partai Gerindra Kota Tangerang)” Jurnal Mozaik, no.1(2021): 36 

https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/1613/488/4488  

https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/1613/488/4488
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proseis te irbeintuknya peileimbagaan partai politik, salah satunya yaitu 

keisisteiman (systeimneis) yang beirkaitan deingan bagaimana struktur ke ikuasaan 

itu dikeilola dalam partai politik.75  

Deirajat keisisteiman pada peileimbagaan partai politik di Indoneisia 

meirujuk pada peilaksanaan tugas-tugas partai politik seisuai deingan peiraturan, 

peirsyaratan, proseidur, dan meikanismei yang teilah diseipakati dan diteitapkan 

dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) seicara 

meinyeiluruh. Konseip keisisteiman ini meincakup beirbagai hal seipeirti ruang 

lingkup, keianggotaan, dan inteiraksi yang meimbeintuk partai meinjadi seibuah 

struktur. Dalam hal ini, keisisteiman meinjadi suatu keirangka keirja untuk 

meinjalankan fungsi-fungsi partai politik seicara teiratur dan sisteimatis.76  

Pelembagaan partai politik di Indonesia merupakan aspek penting dalam 

proses demokrasi dan pengambilan keputusan politik di negara ini. Teori 

utilitas, sebagai pendekatan dalam analisis politik, dapat memberikan 

perspektif yang relevan dalam mengkaji derajat kesisteman pelembagaan 

partai politik. Teori utilitas menekankan bahwa tindakan atau kebijakan 

diputuskan berdasarkan pada pertimbangan rasional dan keuntungan yang 

diharapkan oleh individu atau kelompok. Dalam konteks pelembagaan partai 

 
75 Rowdotusya’adah, “Pelembagaan Partai Politik dan Faksi Intra-Partai (Studi tentang Kemunculan 

Faksi Anas Urbaningrum dalam Partai Demokrat”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 29 

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40928/1/ROWDOTOSYAADAH-

FISIP%20.pdf 
76 Khikmawanto,  “Pelembagaan Partai Politik (Assessment derajat Kesisteman Vicky Randall dan 

Lars Svasan pada partai Gerindra Kota Tangerang),” Jurnal Mozaik, no.3(2021): 37 

https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/view/1613 
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politik, teori utilitas dapat menggambarkan sejauh mana partai politik 

mengambil langkah-langkah konkret untuk memperoleh keuntungan dan 

mencapai tujuan politiknya. 

Dalam perspektif teori utilitas, pelembagaan partai politik di Indonesia 

dapat dianalisis melalui unsur derajat kesisteman. Unsur derajat kesisteman 

mengacu pada sejauh mana sebuah sistem politik memiliki kecenderungan 

untuk meminimalkan perubahan atau fluktuasi yang signifikan dalam 

distribusi kekuasaan dan struktur politiknya. Dalam hal ini, partai politik 

berperan sebagai aktor kunci dalam sistem politik Indonesia dan 

pelembagaannya dapat diartikan sebagai upaya konkret untuk 

mempertahankan posisi dan keuntungan dalam kerangka sistem politik yang 

ada. 

Teori utilitas menjelaskan bahwa individu atau kelompok akan 

cenderung mengambil tindakan yang memberikan keuntungan terbesar bagi 

mereka. Dalam hal ini, partai politik di Indonesia akan cenderung merancang 

dan mengembangkan struktur pelembagaannya dengan tujuan untuk 

memaksimalkan keuntungan politiknya. Keuntungan tersebut bisa berupa 

pengaruh politik yang lebih besar, akses ke sumber daya ekonomi, dan 

perolehan dukungan dari massa pemilih. Dengan demikian, pelembagaan 

partai politik di Indonesia akan mencerminkan upaya konkret untuk 

mendapatkan keuntungan politik seoptimal mungkin. 
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Pelembagaan partai politik dalam perspektif teori utilitas juga 

melibatkan pertimbangan rasional terhadap resiko dan manfaat. Partai politik 

akan cenderung mengembangkan struktur yang meminimalkan resiko 

kehilangan pengaruh atau dukungan politik, sambil mencari peluang untuk 

memperoleh manfaat lebih lanjut. Hal ini dapat terlihat dalam upaya partai 

politik dalam menjaga stabilitas internal, membangun koalisi politik yang 

menguntungkan, dan merancang platform kebijakan yang dapat menarik 

perhatian massa pemilih. 

Teori utilitas juga menunjukkan bahwa partai politik akan mengambil 

tindakan yang memperhitungkan dampak dari setiap langkah yang diambil. 

Dalam pelembagaannya, partai politik di Indonesia akan cenderung merancang 

struktur yang memungkinkan adanya kontrol dan koordinasi dalam 

pengambilan keputusan politik. Struktur tersebut akan memungkinkan partai 

untuk mengukur dampak dan manfaat dari berbagai kebijakan yang diambil, 

serta untuk merespon secara adaptif terhadap perubahan situasi politik. 

Dalam konteks pelembagaan partai politik di Indonesia, teori utilitas 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana partai 

politik merancang struktur, mengambil keputusan, dan berinteraksi dalam 

sistem politik yang kompleks. Teori ini membantu kita memahami bahwa 

pelembagaan partai politik tidak hanya berlangsung secara acak, melainkan 

dipandu oleh pertimbangan rasional dan keuntungan yang diharapkan oleh 

partai. Dengan demikian, analisis berdasarkan teori utilitas dapat memberikan 

pandangan yang kaya tentang sejauh mana pelembagaan partai politik di 
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Indonesia berhasil menciptakan sistem politik yang stabil dan adaptif dalam 

menghadapi perubahan tuntutan politik. 

Ada beibeirapa aspeik dalam me ingukur deirajat keisisteiman dalam 

peileimbagaan partai politik pada se ibuah partai politik, yaitu seipeirti 

meingeivaluasi seijauh mana rutinitas konstitusi se ibuah partai dalam prose is 

keipeingurusan partai. Se ilain itu, keimampuan partai dalam me ingeilola tiga 

eileimein peinting yang dapat me ineintukan keibeirlangsungan partai yang dapat 

dijadikan ukuran dalam me inilai eikeisisteinsi peileimbagaan partai politik, yaitu:77 

1. Peileimbagaan Manajeimein SDM Partai. 

  Hal ini meiliputi upaya peingeilolaan sumbe ir daya manusia 

dalam seibuah partai politik yang me iliputi isu-isu peinting seipeirti 

reikrutmein, kadeirisasi, seirta keijeilasan systeim karir yang beirlaku di 

seiluruh aspeik organisasi partai politik. 

2. Peileimbagaan Manajeimein Keiuangan Partai. 

   Dalam hal ini partai politik harus me imeinuhi peirsyaratan 

peileimbagaan keiuangan yang me incakup aspeik-aspeik peinting 

seipeirti sumbeir dana yang te irang, peingeilolaan ke iuangan yang 

sisteimatis, transparan dan te irbuka, seirta peirtanggung jawaban 

peingeiluaran partai yang jeilas. 

3.    Peileimbagaan Manajeimein Organisasi. 

 
77 Nurlatipah Nasir, “Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik di Indonesia 

Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen," Jurnal Politik Profetik, no.1(2016): 

48 https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/124/166 

https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/124/166
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   Peingeilolaan seibuah partai politik harus me incakup 

peingeimbangan keipeimimpinan yang deimokratis di dalam partai, 

seirta peintingnya me ingeimbangkan eitika politik yang dapat 

meimbeirikan arahan dalam pe ingeilolaan partai.78 

1. Pelembagaan Partai Politik di Indonesia  

a. Partai Amanat Nasional (PAN) 

Partai Amanat Nasional (PAN) didirikan pada tanggal 23 

Seipteimbeir 1998. Partai PAN reismi teirdaftar se ibagai partai politik 

pada tanggal 4 Deiseimbeir 1998, seiteilah meindapatkan pe ingeisahan 

dari Keimeinteirian Hukum dan HAM.79 Pada saat itu, peindirian partai 

dilakukan oleih seikeilompok tokoh masyarakat yang ingin 

meimbeintuk partai politik yang be irlandaskan pada ajaran agama 

Islam dan nilai-nilai keibangsaan.80 

Dalam hal peileimbagaan Partai Amanat Nasional (PAN) 

meimiliki beibeirapa keileibihan seipeirti dalam hal ke iteirbukaan dan 

akuntabilitas partai keipada publik.81 PAN dinilai cukup aktif dalam 

meinyampaikan pandangan politik dan me inyeidiakan informasi 

teirkait keigiatan partai me ilalui meidia sosial dan situs re ismi partai. 

 
78 Nasir, Kelembagaan Partai Politik di Indonesia, 49. 
79 Website resmi Partai Amanat Nasional (PAN), diakses pada 19 April 2023, 

https://pan.or.id/sejarah-pan/ 
80 Wikipedia Partai Amanat Nasional, diakses pada 19 April 2023, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional 
81 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2015 

Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Anggaran 

Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, 

https://jdih.kpu.go.id/data/data_parpol/AD%20ART%20PAN%202019.pdf 
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PAN juga seiring meingadakan diskusi publik dan se iminar untuk 

meimpeirkeinalkan keibijakan dan gagasan politiknya ke ipada 

masyarakat.82 

Partai politik di Indonesia diatur oleh UU Parpol dan UU 

Pemilu yang menjadi landasan hukum untuk pelembagaan dan 

operasional partai. UU Parpol mengatur berbagai aspek terkait partai 

politik, termasuk persyaratan pendirian, struktur organisasi, sumber 

pendanaan, dan kegiatan partai (UU No. 2 Tahun 2008). Sedangkan, 

UU Pemilu mengatur tentang partisipasi partai dalam pemilihan 

umum dan mengatur perolehan kursi dalam lembaga legislatif (UU 

No. 7 Tahun 2017). 

Namun, kondisi peileimbagaan Partai Amanat Nasional 

(PAN) dalam beibeirapa tahun te irakhir masih me inunjukkan beibeirapa 

keileimahan. Misalnya, dalam hal struktur organisasi partai, PAN 

peirnah meingalami konflik inte irnal yang cukup parah pada tahun 

2019, di mana te irdapat dualisme i keipeimimpinan antara Zulkifli 

Hasan dan Amiein Rais.83 Hal ini meinunjukkan le imahnya 

meikanismei peingambilan keiputusan di dalam partai te irseibut. 

Salah satu aspek yang perlu dianalisis dalam pelembagaan 

PAN adalah struktur organisasinya. Struktur organisasi yang efisien 

dan efektif menjadi penting dalam mencapai tujuan politik. 

 
82 Website Resmi Partai Amanat Nasional (PAN), https://pan.or.id/rubrik/nasional/ 
83 Nawir Arsyad Akbar, “PAN dan Konflik Keluarga Amien Rais,” Republika, 07 Mei 2020, diakses 

pada 20 April 2023, https://news.republika.co.id/berita/q9ym3l377/pan-dan-konflik-keluarga-

amien-rais 



51 
 
 

 
 

Berdasarkan teori utilitas, PAN kemungkinan telah merancang 

struktur organisasi yang memungkinkan pengambilan keputusan 

yang cepat dan tepat, serta distribusi tugas dan tanggung jawab yang 

jelas. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dalam 

pelaksanaan kegiatan partai dan mencapai hasil yang diinginkan. 

Selain struktur organisasi, mekanisme internal juga menjadi 

fokus dalam pelembagaan PAN. Teori utilitas mendorong partai 

politik untuk merancang mekanisme internal yang memungkinkan 

partisipasi aktif anggota, koordinasi yang baik, dan pengambilan 

keputusan yang tepat. Dalam hal ini, PAN mungkin telah 

menerapkan sistem rapat dan pertemuan rutin, komunikasi yang 

terbuka antara tingkat pusat dan daerah, serta mekanisme evaluasi 

kinerja untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai 

dengan tujuan partai. 

Pelembagaan PAN juga dapat dilihat dari perspektif teori 

utilitas dalam hal perekrutan dan seleksi kader. Teori utilitas 

mendorong partai politik untuk memilih kader-kader yang memiliki 

potensi untuk memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian 

tujuan partai. PAN mungkin telah mengadopsi pendekatan ini 

dengan merancang proses seleksi kader yang cermat dan 

komprehensif, serta memberikan pelatihan dan pengembangan 

kepada kader yang terpilih. Tujuan utama adalah untuk memastikan 
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bahwa kader-kader yang dipilih memiliki kemampuan dan 

komitmen yang sesuai dengan visi dan misi partai. 

Dalam rangka mewujudkan tujuan politiknya, PAN perlu 

terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap 

pelembagaannya sesuai dengan perkembangan politik dan 

kepentingan masyarakat. Dengan tetap berpegang pada prinsip-

prinsip teori utilitas, PAN dapat terus memaksimalkan kontribusi 

dan pengaruhnya dalam arena politik Indonesia. 

Seilain itu, me indeikati peilaksanaan Peimilu 2024. Muncul  

feinomeina yang teirjadi yaitu  adanya partai politik yang me ingusung 

kadeir parpol lain dalam peimilihan preisidein. Partai Amanat Nasional 

(PAN) yang meingusung kadeir dari partai politik lain se ibagai calon 

preisidein atau wakil preisidein. Partai PAN me ingumumkan 

reikomeindasi beibeirapa kadeir dari partai politik lain se ibagai calon 

preisidein, seipeirti Ganjar Pranowo, Keitua DPP PDI-P Puan 

Maharani, dan Keitua Umu Partai Golkar Airlangga Hartanto.84 

Meinurut Aisah Putri Budiarti, se iorang peineiliti di Pusat Riseit 

Politik Badan Riseit dan Inovasi Nasional (BRIN), fe inomeina 

teirseibut dapat dianggap se ibagai suatu hal yang ne igatif bagi upaya 

peileimbagaan partai kare ina meinunjukkan bahwa te irdapat masalah 

dalam meilakukan reikrutmein dan peingeimbangan kadeir di dalam 

 
84 Nikolaus Harbowo, “Strategi Pemilu 2024: Kaderisasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Partai 

Politik,” Kompas, 12 Januari 2023, diakses 20 April 2023, 

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/12/kaderisasi-masih-jadi-pekerjaan-rumah-partai-

politik 
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partai. Ia meinganggap bahwa partai me inghadapi ke isulitan dalam 

meineimukan calon yang pote insial dari inteirnal partai. Salah satu 

faktor peinyeibab leimahnya kadeirisasi adalah adanya hubungan 

partai deingan kadeir yang tidak kuat. Hal ini bisa dilihat dari adanya 

feinomeina politisi yang se iring beirpindah dari satu partai ke i partai 

lain.85 

Beirdasarkan beibeirapa hal te irseibut, kondisi pe ileimbagaan 

partai PAN dalam be ibeirapa tahun teirakhir ini masih peirlu 

ditingkatkan, teirutama dalam hal struktur organisasi partai yang 

leibih kuat, kadeirisasi dan me ikanismei peingambilan keiputusan yang 

leibih konsistein. 

b. Partai Golongan Karya (GOLKAR) 

Partai Golongan Karya (Golkar) yang seibeilumnya dikeinal 

deingan nama Partai Golongan Karya (Golkar) dan Seikreitariat 

Beirsama Golongan Karya (Seikbeir Golkar), didirikan pada tanggal 

20 Oktobeir 1964 oleih Soeiharto dan Suhardim. Partai Golkar teilah 

dibeintuk seijak zaman Ordei Lama, dan keimudian hadir Keimbali 

pada masa Ordei Baru seibagai bagian dari upaya pe imbaruan politik 

di Indoneisia.86 

 
85 Nikolaus Harbowo, “Strategi Pemilu 2024: Kaderisasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Partai 

Politik,” Kompas, 12 Januari 2023, diakses 20 April 2023, 

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/12/kaderisasi-masih-jadi-pekerjaan-rumah-partai-

politik 
86 Website resmi Partai Golongan Karya (Golkar), diakses pada 20 April 2023, 

https://www.partaigolkar.com/profil/ 
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Pelembagaan partai politik, termasuk Golkar, di Indonesia 

secara umum dipengaruhi oleh Undang-Undang Partai Politik, 

Undang-Undang Pemilu, serta konstitusi Indonesia, yaitu Undang-

Undang Dasar 1945. Sebagai contoh, Undang-Undang Partai Politik 

No. 2 Tahun 2011 mengatur tentang organisasi dan kepengurusan 

partai politik. Hal ini berkaitan dengan teori utilitas dalam konteks 

bahwa partai politik berupaya untuk mengoptimalkan struktur dan 

kepengurusan untuk mencapai tujuan politik dan kepentingan 

mereka. 

Beirdasarkan peineilitian yang dilakukan ole ih Akbar 

Tandjung, meingungkapkan bahwa Golkar mampu be irtahan seijauh 

ini kareina meimanfaatkan institusi yang sudah dibangun se ilama 

masa peimeirintahan Ordei Baru, seipeirti struktur dan jaringan 

organisasi yang meincakup seiluruh wilayah nasional, se irta nilai-nilai 

yang beirhasil dibangun dan me injadi ciri khas se irta peinyatu bagi 

keisatuan organsisasi. Namun, hal te irseibut tidak cukup untuk 

meimbuat Golkar beirtahan keitika meinghadapi reiformasi, seihingga 

Golkar meilakukan adaptasi de ingan meingubah struktur dan budaya 

organisasi agar seijalan deingan nilai-nilai reiformasi.87 

 
87 Muhammad Ridha T.R, “Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal 

: Fenomena Politik Klan,” Jurnal Ilmu Pemerintahan, no.1(2016): 

175  https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11855 

https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11855
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Bahwa keibeirhasilan Partai Golkar dalam be irtahan seilama 

transisi deimokrasi dari reizim otoriteir Ordei Baru kei Ordei Reiformasi, 

seirta sukseisnya dalam beirtransformasi meinjadi partai politik yang 

deimokratis, meinunjukkan bahwa Golkar te ilah te irleimbaga deingan 

baik. Hal ini bisa dilihat dari aspeik unsur deirajat keisisteiman, dimana 

Partai Golkar teilah meilakukan peirubahan beisar-beisaran pada 

organisasinya seiteilah eira reiformasi deingan tujuan untuk se ijalan 

deingan prinsip-prinsip deimokrasi, yang meinjadi dasar utama bagi 

Partai Golkar dalam meineitapkan arah dan keibijakan organisasi.88  

Unsur deirajat keisisteiman ini juga bisa dilihat dari struktur 

dan keianggotaan Partai Golkar yang te ilah seicara sah diteitapkan 

meilalui Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa), se irta meilalui 

keianggotaan yang meiluas meilalui organisasi-organisasi sayap partai 

yang beirasal dari be irbagai kalangan.89 Seilain itu, dalam hal 

reikrutmein dan kade irisasi, partai Golkar me imiliki progam 

peindidikan politik untuk me impeirkuat kualitas kade ir partai.90 Golkar 

juga meimiliki progam pe ingeimbangan keipeimimpinan muda yang 

 
88 Muhammad Ridha T.R, “Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal 

: Fenomena Politik Klan,” Jurnal Ilmu Pemerintahan, no.1(2016): 

176  https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11855 
89 Ridha T.R, Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya, 176 
90 DPD Partai Golkar, “Kembangkan Generasi Milenial, Golkar Berikan Pendidikan Politik,” 

Golkardki, 25 November 2020, diakses pada 20 April 2023, 

https://golkardki.org/berita/kembangkan-generasi-milenial-golkar-berikan-pendidikan-politik 

https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11855
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diharapkan dapat meinghasilkan kadeir-kadeir yang unggul di masa 

deipan.91 

 Namun, Golkar juga se impat me ingalami dualismei 

keipeimimpinan, di mana te irdapat dua kubu yang saling be irsaing 

untuk meimpeireibutkan kursi ke itua umum.92 Hal ini me inunjukkan 

leimahnya meikanismei peingambilan keiputusan. Se ilain itu, 

peirmasalahan lain juga te irjadi seipeirti adanya be ibeirapa kadeir partai 

yang teirlibat dalam skandal korupsi dan kasus pidana yang juga 

meinjadi sorotan dan dapat me impeingaruhi citra dan kre idibilitas 

partai di mata publik.93 

GOLKAR memiliki struktur yang kuat dan terorganisir, 

dengan ciri khas keberadaan organisasi fungsionaris, massa, dan 

eksekutif. Organisasi fungsionaris berfokus pada keanggotaan dan 

pengelolaan partai, massa berperan dalam penggalangan dukungan 

di tingkat masyarakat, dan eksekutif bertanggung jawab atas 

pengambilan keputusan dan arah kebijakan partai. Struktur ini 

memungkinkan GOLKAR untuk menjalankan fungsi dan 

 
91 Rini Kustiasih, “Golkar Siapkan Kader-Kader untuk Jadi Pemimpin Muda,” Kompas, 5 Juli 2021, 

diakses pada 20 April 2023, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/07/05/golkar-siapkan-kader-

kader-pemimpin-muda 
92 Aulia Bintang, “Dualisme Golkar Akibat Dua Tokoh Utama Selalu Bersebrangan,” CNN 

Indonesia, 03 Maret 2015, diakses 20 April 2023, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150303172930-32-36442/dualisme-golkar-akibat-dua-

tokoh-utama-selalu-bersebrangan 
93 Wahyuni Sahara, “7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir,” 

Kompas, 27 September 2021, diakses 20 April 2023, 

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/27/14333201/7-kader-elite-golkar-terjerat-kasus-

korupsi-dalam-5-tahun-terakhir 
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aktivitasnya secara efektif, sekaligus memberikan manfaat bagi 

anggotanya (Sulistiyanto, 2019).94 

Dinamika internal dalam GOLKAR mencerminkan konsep 

utilitas, di mana partai ini secara aktif melakukan penyesuaian dan 

perubahan untuk memastikan keberlangsungan dan kesuksesannya. 

Setelah era Orde Baru, GOLKAR mengalami transformasi untuk 

beradaptasi dengan perubahan politik dan tuntutan demokratisasi. 

Partai ini berhasil mempertahankan basis dukungannya dengan 

mengubah citra dan mengikuti arus perubahan politik. GOLKAR 

juga terbuka terhadap koalisi dengan partai lain untuk mencapai 

tujuan politik dan kepentingan bersama. Ini sejalan dengan konsep 

utilitas yang menekankan pada adaptasi terhadap lingkungan dan 

perubahan untuk mencapai tujuan yang lebih optimal (Rakhmat, 

2016).95 

Melalui perspektif teori utilitas, desain pelembagaan 

GOLKAR dapat dimaknai sebagai hasil pemilihan rasional individu 

atau kelompok dalam rangka mencapai manfaat dan keuntungan 

terbesar. Tujuan utama GOLKAR dalam mempertahankan stabilitas 

politik dan ekonomi mempengaruhi struktur organisasinya yang 

kuat dan terorganisir. Dinamika internal partai ini juga 

 
94 Sulistiyanto, P. (2019). Transformasi Partai Politik dalam Demokratisasi Indonesia: Studi Kasus 

Partai Golkar. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 22(3), 189-206. 
95 Rakhmat, J. (2016). Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. 



58 
 
 

 
 

mencerminkan prinsip adaptasi dan penyesuaian untuk tetap relevan 

dalam perubahan politik.  

Meiskipun deimikian, Golkar juga me imiliki keileibihan dalam 

hal keiteirbukaan dan akuntabilitas partai ke ipada publik. Partai 

Golkar seiringkali meinyampaikan pandangan politik dan 

meinyeidiaan informasi te irkait keigiatan partai me ilalui meidia sosial 

dan situs reismi partai.96 Seicara keiseiluruhan, kondisi pe ileimbagaan 

Partai Golkar dalam be ibeirapa tahun teirakhir me inunjukkan adanya 

keileibihan dan keileimahan. 

c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

Seijarah PDIP beirmula dari beirdirinya Partai Nasional 

Indoneisia (PNI) oleih Preisidein peirtama Reipublik Indoneisia, yaitu Ir. 

Soeikarno pada 4 Juli 1927. Se iteilah itu PNI be irgabung deingan 

beibeirapa partai politik lain se ipeirti Partai Musyawarah Rakyat 

Banyak (Partai Murba), Ikatan Peindukung Keimeirdeikaan Indoneisia 

(IPKI), Partai Kriste in Indoneisia (Parkindo), dan Partai Katolik. 

Gabungan partai-partai te irseibut keimudian dinamakan Partai 

Deimokrasi Indoneisia (PDI) pada 10 Januari 1973. Dari PDI 

keimudian beirmunculan PDIP, yang didirikan pada 10 Januari 1999 

meilalui Kongreis Luar Biasa (KLB) PDIP di Bali.97 

 
96 Website resmi Partai Golkar, https://www.partaigolkar.com/ 
97 Lidya Fransisca. “Sejarah PDIP dari Masa ke Masa,” Merdeka, 10 Januari 2023, diakses 11 Mei 

2023, https://www.merdeka.com/politik/sejarah-pdip-dari-masa-ke-masa.html 
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Pada tahun 1993 Me igawati Sukarnoputri didukung untuk 

meimimpin partai seibagai Keitua Umum. Namun ke ipeimimpinannya 

teirseibut harus teirganggu deingan adanya kongreis PDI di Me idan pada 

tahun 1996 yang meinjadikan Soeirjadi seibagai Keitua Umum PDI 

yang baru. Seiteilah adanya kongreis teirseibut, te irjadi upaya 

peingambilalihan keipeimimpinan partai dari Me igawati Sukarnoputri 

yang meimuncak pada keirusuhan 27 Juli 1996.98 Namun, seiteilah 

keirusuhan teirseibut, Meigawati beirhasil me indirikan Partai 

Deimokrasi Indoneisia Peirjuangan (PDIP) yang be irhasil beirtahan 

hingga saat ini.  

Dalam mengkaji pelembagaan PDIP, beberapa bahan hukum 

yang relevan dapat digunakan, seperti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) dan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). UU Parpol 

mengatur prinsip-prinsip dasar partai politik di Indonesia, sementara 

UU Pemilu mengatur tentang pemilihan umum dan mekanisme 

partisipasi partai dalam proses pemilihan. Kedua undang-undang ini 

membentuk kerangka hukum yang mengatur eksistensi dan 

operasional partai politik di Indonesia, termasuk PDIP. 

 
98 Indra Arief Pribadi, “Profil Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP),” Antara, 6 Maret 2014 diakses 

11 Mei 2023, https://www.antaranews.com/berita/422453/profil-partai-demokrasi-indonesia-

perjuangan-pdip 
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Partai PDIP te ilah meingalami proseis peileimbagaan dalam 

unsur deirajat keisisteiman yang me iliputi organisasi, progam, dan 

kadeir. PDIP meimiliki struktur keipeimimpinan partai yang te irdiri dari 

keitua umum, seikreitaris jeindeiral, dan para pe ingurus partai yang 

beirtanggung jawab atas pe ingambilan keiputusan dan pe ilaksanaan 

keigiatan partai.99 Dalam hal organisasi, PDIP me imiliki struktur 

organisasi yang teiratur dan je ilas, deingan meikanismei peingambilan 

keiputusan yang deimokratis me ilalui kongreis partai yang diadakan 

seicara beirkala.  

Pelembagaan partai politik di Indonesia merupakan suatu 

proses yang kompleks dan penting dalam mengatur struktur serta 

fungsi partai sebagai elemen krusial dalam sistem politik. Dalam 

konteks ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga 

memiliki desain pelembagaan yang mencerminkan aspek-aspek 

penting dalam teori utilitas. Teori utilitas merupakan suatu 

perspektif yang menekankan pada pemaksimalan utilitas atau 

kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam hal ini, desain 

pelembagaan PDIP dapat dianalisis melalui lensa teori utilitas 

dengan mempertimbangkan derajat kesisteman dan dampaknya 

terhadap partisipasi masyarakat dalam proses politik. 

 
99 Situs resmi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), https://www.pdiperjuangan.id/ 
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Salah satu aspek penting dalam desain pelembagaan PDIP 

yang dapat dianalisis adalah struktur organisasinya. PDIP memiliki 

struktur organisasi yang terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari 

tingkat pusat hingga tingkat cabang. Hal ini memungkinkan partai 

untuk lebih dekat dengan masyarakat di berbagai daerah dan 

mengakomodasi aspirasi serta kebutuhan yang beragam. Dalam 

teori utilitas, prinsip ini dapat diartikan sebagai upaya untuk 

memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dengan 

memberikan akses yang lebih baik kepada mereka untuk terlibat 

dalam pengambilan keputusan. 

Selain itu, PDIP juga memiliki mekanisme internal yang 

demokratis, termasuk dalam proses pemilihan kepemimpinan dan 

pembuatan keputusan. Mekanisme ini mencerminkan prinsip-

prinsip partisipatif yang diadvokasi oleh teori utilitas. Dengan 

melibatkan berbagai anggota partai dalam proses pengambilan 

keputusan, PDIP berupaya untuk menciptakan lingkungan di mana 

keputusan politik yang diambil dapat memenuhi kepentingan 

sebanyak mungkin pihak dan memaksimalkan utilitas masyarakat. 

Selanjutnya, agenda dan platform politik yang diusung oleh 

PDIP juga menjadi bagian penting dalam desain pelembagaannya. 

PDIP memiliki komitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, 

mengedepankan keadilan sosial, dan memajukan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam konteks teori utilitas, hal ini dapat diartikan 
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sebagai upaya untuk menciptakan kebijakan dan program-program 

yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan. Dengan demikian, PDIP berusaha untuk 

memaksimalkan utilitas masyarakat dengan menjunjung tinggi 

prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan. 

Namun, dalam praktiknya, dampak dari desain pelembagaan 

PDIP terhadap partisipasi masyarakat dan kualitas sistem politik 

juga masih perlu dievaluasi secara kritis. Sejauh mana PDIP mampu 

mewujudkan prinsip-prinsip teori utilitas dalam praktiknya menjadi 

hal yang penting untuk diungkapkan. Terlebih lagi, dalam mengukur 

dampak partisipasi dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya data 

dan analisis empiris yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat 

keberhasilan PDIP dalam memaksimalkan utilitas masyarakat 

melalui desain pelembagaannya. 

Dalam upaya meimpeirluas dan meiningkatkan partisipasi 

seirta kapasitas politik para pe itugas partai, PDI Pe irjuangan 

meilakukan peimbangunan programatik ide iologis keipartaian meilalui 

peilaksanaan Kongreis. Tujuannya adalah untuk me ineitapkan arah dan 

tujuan partai meinurut Huntington, yaitu de ingan me imbeintuk ranah 

peileimbagaan partai pada peiriodei keirja para peitugas partai.100 

 
100 Shahril Hasibuan dan Chusnul Ma’riyah, “Institusionalisasi Pendidikan Politik PDI Perjuangan 

dalam Sekolah Partai bagi Calon Kepala Daerah 2020,” JISIPOL (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Raja Haji), no.1(2022): 842 https://www.academia.edu/download/91905937/69.pdf 
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Dalam hal progam, PDIP me imiliki progam partai yang 

teirstruktur dan sisteimatis dalam beintuk dokume in reismi, yaitu yang 

beirisi visi, misi, dan progam ke irja partai. Progam-progam partai ini 

dipilih beirdasarkan hasil musyawarah dan me iwakili aspirasi 

anggota partai dan rakyat. Dalam hal kade irisasi, PDIP me imiliki 

meikanismei seileiksi dan peilatihan kadeir partai yang dilakukan se icara 

teiratur. Partai ini juga me imbeirikan keiseimpatan keipada anggota 

partai yang beirpoteinsi unuk me induduki jabatan politik, seipeirti 

dalam peimilihan leigislatif dan peimilihan keipala daeirah.  

Seilain itu, PDI Pe irjuangan juga beirupaya untuk me incapai 

keikuasaan eikseikutif me ilalui peindidikan politik yang dibe irikan 

keipada para eikseikutif daeirah meilalui Seikolah Partai. Dalam hal ini, 

PDI Peirjuangan meinyeileinggarakan Seikolah Partai untuk calon 

eikseikutif daeirah, agar me ireika dapat meimpeirsiapkan diri dan 

dibeirikan peimbeikalan dalam me inghadapi peimilihan ke ipala daeirah 

(pilkada) seireintak.101 

Beirangkat dari Teiori Utilitas atau Utilitarianisme i yang meimiliki 

deifinisi se ibagai seibuah teiori eitika yang meimandang bahwa suatu tindakan 

itu baik atau buruk te irgantung pada se ijauh mana tindakan te irseibut 

meimbeirikan manfaat atau keibahagiaan bagi se ibanyak mungkin orang.102 

 
101 Shahril dan Chusnul, Institusionalisasi Pendidikan Politik PDI Perjuangan, 834.  
102 Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, “Teori Utilitariasnisme Jeremy Bentham: 

Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?” Jurnal Konstitusi, no.2(2022): 274 

https://doi.org/10.31078/jk1922 

https://doi.org/10.31078/jk1922
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Dalam pandangan te iori utilitas ini, tindakan yang meimbeirikan manfaat atau 

keibahagiaan yang paling banyak bagi masyarakat umum adalah tindakan 

yang paling baik.103 Dalam konteiks sisteim politik, pandangan 

utilitarianismei dapat diartikan seibagai peingutamaan atas keipeintingan 

masyarakat umum dan keiseijahteiraan sosial seicara keiseiluruhan.104  

Dalam peirspeiktif teiori utilitas, peileimbagaan partai politik dapat 

dianalisis be irdasarkan pada bagaimana partai te irseibut mampu meimbeirikan 

manfaat bagi anggota partai dan masyarakat seicara keiseiluruhan. Oleih 

kareina itu, ke ibeirhasilan suatu partai politik dalam me imbangun 

peileimbagaannya dapat dilihat dari se ijauh mana partai te irseibut mampu 

meimeinuhi keibutuhan dan keipeintingan para anggota partai dan masyarakat 

seicara umum. 

Dalam hal ini, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan 

Karya (Golkar) meimiliki keileibihan dan keileimahan dalam peileimbagaannya 

dilihat dari unsur deirajat keisisteiman. Beirdasarkan beibeirapa hal yang teilah 

dijeilaskan diatas, kondisi peileimbagaan Partai PAN dalam beibeirapa tahun 

teirakhir ini masih peirlu ditingkatkan, teirutama dalam hal struktur organisasi 

partai yang leibih kuat, kadeirisasi dan meikanismei peingambilan keiputusan 

yang leibih konsistein.  

 
103 Besar, «Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia,» Binus 

University Business Law, Juni 30, 2016, https://business-

law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-

indonesia/ 
104 Chandra Lesmana, Karim Suryadi, dan Leni Anggraeni, “Partai Politik sebagai Utilitas Publik 

dalam Demokrasi di Indonesia” Journal Of Social Sciences and Politics (PUBLITAS), 

no.1(2021):15 https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i1.62 
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Keimudian kondisi pe ileimbagaan pada Partai Golkar Se icara 

keiseiluruhan dalam be ibeirapa tahun te irakhir meinunjukkan keileimahan yang 

meimeirlukan adanya peirbaikan deingan meiningkatkan transparansi dalam 

peingambilan keiputusan, seirta meimpeirkuat kadeirisasi inteirnal partai. 

Deingan meilakukan peirbaikan te irseibut diharapkan Partai PAN dan Partai 

Golkar dapat me iningkatkan utilitas dan manfaat bagi anggota partai dan 

masyarakat se icara keiseiluruhan. 

Kondisi peileimbagaan pada partai PDI Pe irjuangan se ipeirti yang 

sudah dijeilaskan diatas yaitu me imiliki struktur organisasi dan partisipasi 

anggota partai yang kuat, dalam hal ini dapat me imbantu partai untuk 

meimpeiroleih dukungan yang le ibih beisar dari masyarakat dan be irdampak 

baik untuk me iningkatkan keikuatan seirta peingaruh partai dalam politik 

nasional. Jika dilihat dari te iori utilitas, peileimbagaan partai PDIP diharapkan 

dapat meimbeirikan manfaat yang le ibih beisar bagi partai dan bagi masyarakat 

pada umumnya. Se ibagai contoh, partai yang teilah meileimbaga deingan baik 

dapat le ibih mudah meimeinangkan peimilihan umum dan dapat le ibih eifeiktif 

dalam meinghasilkan keibijakan publik yang beirmanfaat bagi masyarakat. 

2. Urgensi Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Perspektif Teori 

Utilitas 

Para ahli hukum di Indoneisia seiringkali meingatakan bahwa tujuan 

hukum harus meincakup tiga aspeik, yakni keiadilan, keipastian, dan 

keimanfaatan. Aspeik-aspeik teirseibut dianggap seibagai tujuan yang harus 

dipeinuhi dalam suatu aturan hukum yang akan beirlaku di masyarakat. 

Aspeik keimanfaatan teirseibut seiring dikaitkan deingan teiori utilitas atau 
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utilitarianisme i karya Jeireimy Beintham.105 Jeireimy Beintham adalah se iorang 

filsuf utilitarianisme i abad kei-18 yang teirkeinal deingan kontribusinya dalam 

bidang teiori utilitas.106  

Jeireimy Beintham beirpeindapat bahwa tindakan yang be inar atau salah 

harus dinilai be irdasarkan konse ikueinsinya, yaitu se ijauh mana tindakan 

teirseibut me inghasilkan keibahagiaan bagi individu atau masyarakat yang 

meindapatkan tindakan te irseibut. Meinurut teiori utilitas, tujuan dari hukum 

adalah untuk me inciptakan se isuatu yang beirmanfaat atau be irguna bagi 

masyarakat, yakni de ingan me inciptakan keibahagiaan se ibanyak-banyaknya 

untuk seibanyak mungkin orang.107 Meiskipun teiori utilitas Je ireimy Beintham 

pada awalnya tidak se icara langsung be irkaitan deingan peileimbagaan partai 

politik, teitapi konseip teirseibut dapat meimbeirikan peimahaman yang beirguna 

dalam konteiks teirseibut. 

Peileimbagaan partai politik beirkaitan deingan organisasi dan 

peingaturan sisteim politik dalam masyarakat. Dalam konte iks ini, teiori 

utilitas Je ireimy Beintham dapat me imbeirikan panduan moral untuk 

peileimbagaan partai politik. Je ireimy Beintham beirpeindapat bahwa keibijakan 

dan tindakan politik harus die ivaluasi beirdasarkan konseikueinsi-konseikueinsi 

 
105 Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: 

Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?,” Jurnal Konstitusi, no.2(2022): 270 

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1922/pdf/5081 
106 Indra Rahmatullah, “Filsafat Huku Utilitarianise: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di 

Indonesia,” ADALAH Buletin Hukum & Keadilan, no.4(2021): 4 doi.10.15408/adalah.v5i2.22026 
107 Asep Warlan Yusuf, “Hukum dan Keadilan,” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, no.1(2015): 

6 https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a1 
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meireika teirhadap keiseijahteiraan masyarakat.108 Oleih kareina itu, dalam 

konteiks peileimbagaan partai politik, pe inting untuk meimastikan bahwa partai 

politik beirtindak dalam keipeintingan publik dan be irusaha untuk me incapai 

keiseijahteiraan masyarakat se icara keiseiluruhan.  

Pelembagaan partai politik memiliki urgensi yang signifikan dalam 

konteks politik Indonesia, terutama ketika dilihat dari perspektif teori 

utilitas. Teori utilitas menekankan pada prinsip-prinsip rasionalitas dalam 

pengambilan keputusan, di mana individu dan kelompok cenderung 

memilih tindakan yang memberikan manfaat maksimal bagi mereka. Dalam 

hal pelembagaan partai politik di Indonesia, teori utilitas memiliki implikasi 

yang kuat terhadap desain pelembagaan yang efektif dan sesuai dengan 

kepentingan berbagai pihak. 

Undang-Undang Partai Politik yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 merupakan salah satu bahan hukum yang relevan 

untuk menggambarkan urgensi pelembagaan partai politik. Undang-

Undang tersebut mengatur tentang pembentukan, penyelenggaraan, dan 

pembubaran partai politik. Penyelenggaraan partai politik yang sesuai 

dengan regulasi akan membantu menciptakan mekanisme yang jelas dalam 

pengambilan keputusan politik dan menyediakan jalur partisipasi politik 

yang sah bagi masyarakat. Ini sejalan dengan pemahaman Teori Utilitas 

 
108 Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum 

Kontemporer,” HUMANIORA, no.1(2012): 300 

https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/download/3315/2698/8739 
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bahwa partai politik yang terlembaga dengan baik akan mampu 

memberikan manfaat bagi masyarakat melalui proses politik yang efisien 

dan transparan. 

Lebih jauh, urgensi pelembagaan partai politik dalam perspektif 

Teori Utilitas dapat dilihat dari dampaknya terhadap sistem pemilihan 

umum. Undang-Undang Pemilu juga menjadi referensi hukum yang relevan 

dalam konteks ini. Partai politik yang terlembaga dengan baik akan dapat 

memberikan alternatif pilihan politik yang jelas bagi masyarakat, sehingga 

memungkinkan pemilih untuk memilih berdasarkan preferensi dan 

pandangan politik mereka. Ini akan menciptakan persaingan yang sehat dan 

memberikan insentif bagi partai politik untuk menghasilkan program dan 

kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.  

Pertama-tama, urgensi pelembagaan partai politik dalam perspektif 

teori utilitas dapat dilihat melalui fungsinya sebagai wadah bagi berbagai 

kelompok masyarakat dalam mengartikulasikan kepentingan mereka. 

Dalam konteks demokrasi representatif, partai politik menjadi sarana bagi 

warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan mengambil 

keputusan politik dalam lingkup legislatif atau eksekutif. Teori utilitas 

menunjukkan bahwa pelembagaan partai politik yang kuat dan inklusif 

dapat memberikan manfaat bagi berbagai kelompok masyarakat dengan 

memungkinkan mereka memiliki representasi yang lebih baik dalam proses 

pengambilan keputusan politik. 
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Selanjutnya, teori utilitas juga menggambarkan perlunya 

pelembagaan partai politik sebagai alat untuk mengurangi ketidakpastian 

dalam proses politik. Teori ini berargumen bahwa individu cenderung 

memilih tindakan yang dapat memberikan manfaat dan mengurangi risiko 

yang tidak diinginkan. Dalam konteks politik, ketidakpastian dapat timbul 

dari perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau adanya konflik antara berbagai 

kelompok masyarakat. Dengan adanya partai politik yang terstruktur dan 

terlembaga dengan baik, teori utilitas menunjukkan bahwa pihak-pihak 

yang terlibat dapat merasa lebih yakin bahwa kepentingan mereka akan 

diakomodasi dengan lebih baik. 

Selain itu, teori utilitas juga menggarisbawahi pentingnya 

akuntabilitas dalam proses politik. Akuntabilitas merujuk pada kemampuan 

pemilih untuk mengevaluasi kinerja para wakilnya dan memutuskan apakah 

mereka akan dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya. Partai politik 

sebagai lembaga yang mewakili para calon pejabat publik memegang 

peranan penting dalam menjamin akuntabilitas ini. Dalam perspektif teori 

utilitas, pemilih cenderung akan memilih partai yang mampu memberikan 

kebijakan dan kinerja pemerintahan yang lebih baik, sehingga pelembagaan 

partai politik menjadi krusial untuk menjaga kualitas kepemimpinan dan 

pemerintahan yang berkualitas. 

Dalam merancang desain pelembagaan partai politik yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip teori utilitas, ada beberapa aspek yang perlu 

dipertimbangkan. Pertama, partai politik harus mampu mewakili keragaman 
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kepentingan masyarakat. Desain pelembagaan sebaiknya memastikan 

bahwa partai memiliki struktur dan mekanisme yang memungkinkan 

partisipasi berbagai kelompok masyarakat, sehingga hasil pengambilan 

keputusan mencerminkan manfaat maksimal bagi seluruh warga negara. 

Kedua, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama 

dalam desain pelembagaan. Partai politik perlu memberikan informasi yang 

jelas tentang visi, misi, dan program-programnya kepada pemilih. Selain 

itu, mekanisme pemilihan calon dan pertanggungjawaban para pemimpin 

partai harus diatur dengan tegas untuk memastikan bahwa manfaat yang 

diharapkan oleh pemilih dapat terwujud. 

Ketiga, partai politik perlu mampu beradaptasi dengan 

perkembangan dinamika sosial dan politik. Dalam perspektif teori utilitas, 

partai politik yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat akan tetap 

relevan dan bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, desain 

pelembagaan harus mempertimbangkan fleksibilitas dan kemampuan 

berinovasi dalam menjawab tuntutan masyarakat. 

Peileimbagaan partai politik yang e ifeiktif juga harus me impeirhatikan 

beibeirapa prinsip se ipeirti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. 

Hal ini be irtujuan untuk meinciptakan siste im politik yang me ingoptimalkan 

keibahagiaan dan keimanfaatan seirta dapat meiminimalkan keitidakadilan dan 

peinyalahgunaan keikuasaan. Dalam konte iks urgeinsi peileimbagaan partai 

politik, teiori utilitas dapat me imbeirikan dasar moral yang kuat untuk 
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meilakukan peirubahan politik yang dipe irlukan dalam masyarakat. De ingan 

meimpeirhatikan konseikueinsi-konseikueinsi keibijakan politik, pe ileimbagaan 

partai politik yang baik dapat me imbantu meincapai keiadilan sosial, 

peimbangunan beirkeilanjutan, dan ke iseijahteiraan masyarakat seicara 

keiseiluruhan.  

Beirdasarkan peirspeiktif te iori utilitas, peileimbagaan partai politik 

dapat dilihat se ibagai suatu tindakan yang diambil kare ina adanya manfaat 

atau keiuntungan yang diharapkan dari tindakan te irseibut. Oleih kareina itu, 

urgeinsi atau keiuntungan dari adanya peileimbagaan partai politik yang dapat 

dilihat dari peirspeiktif teiori utilitas, antara lain adalah: 

1. Meiningkatkan Partisipasi Politik 

Deingan adanya partai politik yang te irleimbaga deingan baik, 

masyarakat dapat leibih mudah teirlibat dalam proseis politik dan leibih 

aktif meimbeirikan suaranya dalam pe imilihan umum. Dikareinakan, 

partai politik yang te irleimbaga deingan baik te intunya meimiliki 

sumbeir daya dan fasilitas yang kuat, se ihingga partai politik meimiliki 

peiran peinting dalam me iwakili aspirasi masyarakat dalam 

peimbeintukan keibijakan yang akan diwakilkan dan di 

konsolidasikan109 

Seilain itu, partai politik juga me imbeirikan eidukasi politik 

bagi anggota masyarakat, seirta meimfasilitasi partisipasi masyarakat 

 
109 Konsolidasi adalah peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu. Diakses 

https://kbbi.web.id/konsolidasi pada 21 April 2023 pukul 23.20 WIB. 

https://kbbi.web.id/konsolidasi
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dalam peimbeintukan keibijakan.110 Deingan deimikian, partisipasi 

politik masyarakat dapat me iningkat dan keiputusan politik yang 

diambil akan meiwakili keipeintingan mayoritas. 

2. Meiningkatkan Stabilitas Politik 

Deingan adanya partai politik yang teirleimbaga deingan baik, 

maka akan ada leibih banyak saluran untuk meingeikspreisikan 

keipeintingan politik masyarakat. Seilain itu, de ingan teirciptanya 

peileimbagaan partai politik, maka akan te irjadi dua hal pe inting. 

Peirtama, para anggota akan me ingalihkan fokus dari tujuan atau 

keipeintingan individual me ireika kei arah tujuan be isar organisasi 

parpol. Dalam hal ini, parpol dapat me ingeimbangkan le igitimasi dan 

peineirimaan di masyarakat se irta meingakar seibagai organisasi.111  

Keidua, aturan-aturan dan norma-norma formal dan informal 

akan teirtanam dalam pola-pola teirseibut, seihingga peirilaku dan 

eikspeiktasi dari para anggota, pe ingurus parpol, dan masyarakat 

seicara luas akan me injadi le ibih dapat dipreidiksi dan teiratur.112 Oleih 

kareina itu, deingan meiningkatnya stabilitas politik maka hal ini dapat 

meingurangi keiteigangan dan konflik politik yang mungkin te irjadi 

dalam masyarakat. 

 
110 Humas,”Partisipasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Peningkatan Kualitas 

Politik di Indonesia,” KEDEPUTIAN BIDANG POLHUKAM SETKAB, 28 Januari 2022, diakses 21 

April 2023, https://setkab.go.id/partisipasi-partai-politik-dan-organisasi-kemasyarakatan-dalam-

peningkatan-kualitas-politik-di-indonesia/ 
111 Nico Harjanto, “Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia,” Analisis 

CSIS, no.2(2011): 143 https://www.academia.edu/download/36869050/harjanto-politik-

kekerabatan.pdf 
112 Harjanto, “Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi,” 143 
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3. Meindorong Akuntabilitas Politik 

Dalam akuntabilitas, teirdapat dua kateigori pada partai politik 

yang teirleimbaga yang me inceirminkan seibuah partai politik yang 

akuntabeil. Kateigori te irseibut adalah meiningkatkan keisadaran 

teintang peintingnya akuntabilitas dan meimiliki keisadaran teirhadap 

keimungkinan teirjadinya peinyalahgunaan dana. Ole ih kareina itu, 

partai politik ide ial yang peiduli dan beirsih adalah suatu Tindakan 

positif yang me inunjukkn beitapa peintingnya aspe ik akuntabilitas 

dalam politik.113 

Partai politik yang teirleimbaga dapat meindorong 

akuntabilitas politik deingan meimbeirikan jaminan bahwa partai 

politik akan meimeinuhi janji-janjinya keipada masyarakat. Deingan 

deimikina, partai politik yang te irleimbaga akan me imiliki keiwajiban 

untuk meimbuka akseis informasi keipada publik.114  

Deingan deimikian, partai politik diharuskan untuk 

meinyampaikan keiteirbukaan keipada publik te irutama seiteilah 

beirlangsungnya peimilihan umum. Jika partai politik tidak 

meimeinuhi keiwajibannya, maka me ireika akan dike inakan sanksi, 

kareina peimilihan umum adalah me ikanismei utama dalam 

 
113 Nazrina Zuryani, IGPB Suka Arjawa, dan Muhammad Ali Azhar  Akuntabilitas Partai Politik 

(Buku Ajar Hasil Penelitian Pemagangan di Bali) (Bali: Udayana University Press, 2016), 24 
114 Ali Azhar, Akuntabilitas Partai Politik, 11 
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akuntabilitas politik yang digunakan se icara beibas oleih warga neigara 

untuk meimbeirikan hukuman atau dukungan keipada para politisi.115 

Oleih kareina itu, de ingan beirakhirnya peimilihan umum, saat 

yang teipat bagi partai politik untuk se icara rutin me inyampaikan 

laporan akuntabilitasnya ke ipada warga neigara untuk be irtanggung 

jawab atas tindakan meireika.116 

 

B. Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Perspektif Ashabiyah Ibnu 

Khaldun 

Ibnu Khaldun adalah seiorang ilmuwan Muslim abad kei-14 yang teirkeinal 

deingan teiorinya teintang ashabiyah.117 Ibnu Khaldun dike inal seibagai peilopor 

dalam beirbagai bidang ilmu peingeitahuan dan peimikiran, te irutama dalam 

seijarah, sosiologi, dan filsafat. Karyanya yang teirkeinal adalah kitab 

“Muqaddimah.118 Ibnu Khaldun dike inal seibagai salah satu tokoh peinting dalam 

peimikiran muslim, te irutama dalam kontribusinya dalam te iori seijarah dan 

sosiologi.119 

Makna ashabiyah seicara harfiah beirasal dari kata “ashaba” yang artinya 

“meingikat”. Seicara konseiptual, ashabiyah meingacu pada ikatan sosial budaya 

yang dapat digunakan untuk me imbangun hubungan yang kuat antar anggota 

 
115 Ali Azhar, Akuntabilitas Partai Politik, 11 
116 Ali Azhar, Akuntabilitas Partai Politik, 12 
117 Ibnu Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun, Terj. Masturi Irham,dkk (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2011), 1079 
118 Ibnu Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun,1085 
119 Ibnu Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun,1086 
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dalam keilompok sosial. Ikatan ini bisa te irbeintuk dalam ke ilompok apapun, 

teirmasuk dalam partai politik. Tidak hanya itu, ashabiyah juga diartikan seibagai 

solidaritas sosial, yang me inceirminkan keisadaran, peirsatuan, dan ke ibeirsamaan 

dalam suatu komunitas.120 

Ibnu Khaldun me imbagi konseip ashabiyah meinjadi dua makna yang 

beirbeida. Peirtama, ashabiyah meimiliki makna positif yang me ingacu pada 

konseip peirsaudaraan. Dalam se ijarah peiradaban Islam, konse ip ini meimbeintuk 

solidaritas sosial di antara masyarakat muslim de ingan saling be ikeirja sama, 

meingeisampingkan keipeintingan pribadi, dan meimeinuhi keiwajiban teirhadap 

seisama. Keidua, ashabiyah meimiliki makna ne igatif, yang me inceirminkan 

keiseitiaan dan fanatisme i yang tidak rasional dan tidak didasarkan pada 

keibeinaran.121 

Ibnu Khaldun me injeilaskan dua pre imis peinting meingapa ashabiyah ini 

dipeirlukan. Peirtama, dalam teiori beirdirinya seibuah neigara, reialitas keisukuan 

sangat peinting. Meinurut Ibnu Khaldun, se iseiorang tidak mungkin me indirikan 

seibuah neigara tanpa didukung ole ih peirsatuan dan solidaritas yang kuat. Ole ih 

kareina itu, ajakan untuk se ilalu waspada dan siap untuk me impeirtahankan neigara 

harus seinantiasa dipe igang deingan seipeinuh jiwa dan raga.122  

 
120 Theguh Saumantri dan Abdillah, “Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan 

Peradaban Manusia,” Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, no.1(2020): 26 

http://dx.doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6326 
121 Khoiruddin, “Analisis Teori Ashabiyah Ibn Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi 

Umat,” ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, no.1(2016): 67 https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1224 
122 Muh. Ilham, “Konsep ‘Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun,” Jurnal Politik 

Profetik, no.1(2016): 5 https://doi.org/10.24252/profetik.v4i1a1 

https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1224
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Keidua, Ibnu Khaldun beirpeindapat bahwa proseis peimbeintukan neigara 

harus me ilalui peirjuangan yang sulit dan be irat, yang mungkin me ingancam 

nyawa. Jika se iseiorang tidak mampu me ingalahkan lawannya, maka dia akan 

kalah atau binasa. Ole ih kareina itu, dibutuhkan ke ikuatan yang beisar untuk 

meiwujudkannya. Dalam konte iks ini, solidaritas yang kuat sangat dibutuhkan 

untuk meimpeirkuat keikuatan teirseibut.123 

Peirkeimbangan partai politik di Indone isia di eira reiformasi beilum 

meimbeintuk seibuah institusi publik yang be irtanggung jawab deingan baik dan 

akuntabeil keipada peimilihnya. Di masa Orde i Baru, partai politik be irpeiran 

seibagai “meisin” politik peinguasa yang leibih diarahkan untuk me impeirtahankan 

keikuasaan peinguasa (status quo). Namun, di eira reiformasi, partai politik 

tampak teirkeijut deingan tuntutan yang le ibih beisar dari masyarakat namun be ilum 

meimiliki struktur ke ileimbagaan yang meimadai.124  

Pada saat ini, partai politik masih be ilum meinunjukkan akuntabilitas yang 

jeilas keipada konstitue innya. Seilain itu, keiputusan strateigis dalam partai politik 

ceindeirung beirsifat teirtutup dan hanya diambil oleih seikeilompok keicil eilit partai, 

seihingga peiran peingurus pusat masih sangat dominan, bahkan bisa dikatakan 

bahwa keiputusan teirtinggi biasanya hanya be irada pada se iorang atau 

seikeilompok keicil eilit partai saja. Hal ini juga me inyeibabkan partai poliik 

teirjeibak dalam be intuk oligarkis dalam proseis peingambilan keiputusan.125 

 
123 Ilham, Konsep ‘Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik, 6 
124 Lili Romli, “Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia,” Jurnal Politica, 

no.2(2011): 202  
125 Romli, Reformasi Partai Politik, 202 
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Masalah lain yang ke irap te irjadi di partai politik saat ini adalah prose is 

reikrutmein anggota yang masih kurang teirleimbagakan. Pola se ileiksi, 

peiningkatan, dan Pe indidikan bagi anggota be ilum dilakukan de ingan baik pada 

beibeirapa partai politik. Me iskipun beibeirapa partai politik sudah meilalukan hal 

teirseibut, namun seibagian beisar partai politik beilum meilakukannya deingan cara 

yang beinar-beinar meileimbaga. Hal ini me inyeibabkan munculnya feinomeina 

“kadeir instan” dan ke itidakmampuan partai politik untuk meingajukan calon 

anggota le igislatifi atau eikseikutif yang beirkualitas, hal ini meinunjukkan bahwa 

proseis reikrutmein anggota partai politik be ilum dilakukan se icara siste imatis dan 

teiratur.126 

Beirangkat dari teiori ashabiyah karya Ibnu Khaldun yang me imbeirikan 

peinjeilasan bahwa ashabiyah dianggap seibagai hal yang pe inting dalam 

peimbeintukan seibuah neigara dan dapat dikatakan bahwa awal te irbeintuknya 

seibuah neigara beirkaitan deingan ashabiyah.127  Deingan deimikian, ashabiyah 

dapat dikaitkan deingan peimbeintukan seibuah organisasi partai politik. Dalam 

konteiks peileimbagaan partai politik di Indone isia, teiori ashabiyah karya Ibnu 

Khaldun teirseibut dapat meimbeirikan beibeirapa peimahaman.  

Peirtama, dalam pandangan te iori ashabiyah dapat me injeilaskan meingapa 

partai politik di Indone isia seiringkali me ingalami peirpeicahan dan konflik 

 
126 Lili Romli, “Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia,” Jurnal Politica, 

no.2(2011): 209 
127 Masnawi, Hakmi Wahyudi, dan Suhardi, “Epistemologi ‘Ashabiyah Dalam Sistem Politik 

Kontemporer (Tentang Teori ‘Ashabiyah Ibnu Khaldun Di Dalam Sistem Studi Politik Negara 

Bangsa),” Al-Uswah: Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Agama Islam, no.2(2022): 74 

DOI:10.24014/au.v5.i2.18532 
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inteirnal. Seipeirti yang dijeilaskan dalam te iori ini, bahwa solidaritas yang kuat 

bisa meinjadi keikuatan, teitapi juga bisa me injadi keileimahan. Keitika solidaritas 

teirseibut dipakai untuk me impeirkuat keilompok dan meingeicualikan keilompok 

lain, hal ini bisa me imicu peirpeicahan dan konflik inte irnal. 

Keidua, jika dilihat dari pe imahaman teiori ashabiyah, meingapa partai 

politik di Indone isia meimiliki basis dukungan yang kuat di wilayah te irteintu 

kareina adanya faktor ashabiyah. Hal ini bisa teirjadi kareina partai politik 

didirikan ole ih seikeilompok orang de ingan solidaritas dan tujuan yang sama dan 

seiringkali beirasal dari wilayah yang sama. 

Keitiga, dalam konteiks peileimbagaan partai politik di Indone isia, unsur 

deirajat keisisteiman beirkaitan deingan tingkat organisasi dan struktur organisasi. 

Dalam pandangan te iori ashabiyah partai politik yang teirorganisasi deingan baik 

dan meimiliki struktur yang kuat akan le ibih stabil dan mampu be irtahan dalam 

jangka Panjang. Ole ih kareina itu, untuk meimpeirkuat partai politik di Indone isia, 

dipeirlukan upaya untuk me iningkatkan keisisteiman dalam struktur peileimbagaan 

peileimbagaan partai politik di Indone isia. 

Hal te irseibut dapat dilakukan de ingan cara me imbeintuk sisteim organisasi 

partai politik yang je ilas dan teirstruktur. Sisteim ini harus me incakup hieirarki 

keipeimimpinan, tugas, dan tanggung jawab yang je ilas bagi seitiap anggota partai 

politik, dan me ikanismei peingambilan keiputusan yang eifeiktif dan transparan. 

Seilain itu, peirlu juga dibeintuk aturan yang je ilas meingeinai peimilihan pimpinan 

partai politik, proseidur peingambilan keiputusan, dan pe ingawasan teirhadap 



79 
 
 

 
 

keigiatan partai politik. De ingan deimikian, partai politik di Indone isia dapat 

beiropeirasi se icara leibih eifeiktif dan te irstruktur seihingga mampu me inghasilkan 

hasil yang baik. 

Dalam konte iks peileimbagaan partai politik di Indone isia peirspeiktif 

ashabiyah dapat digunakan untuk me injeilaskan bagaimana pe ileimbagaan partai 

politik di Indoneisia dipeingaruhi oleih ikatan eimosional antar anggota partai atau 

keilompok sosial yang te irlibat dalam partai te irseibut. Hal ini dapat dilihat dari 

keiceindeirungan partai politik di Indone isia untuk didominasi oleih keilompok-

keilompok sosial atau suku bangsa te irteintu, yang keimudian me imbeintuk 

ideintitas partai yang kuat. 

Dalam keisimpulannya, teiori ashabiyah dapat meimbeirikan peimahaman 

teintang peileimbagaan partai politik di Indone isia. Partai politik di Indone isia 

dapat dianggap seibagai beintuk ashabiyah modeirn yang meimiliki keikuatan dan 

keileimahan. Dalam hal ini, ashabiyah juga dapat meimbeirikan peimahaman 

teintang peintingnya organisasi dan struktur dalam pe ileimbagaan partai politik di 

Indoneisia. Deingan meiningkatkan deirajat keisisteiman, partai politik di Indone isia 

dapat beiropeirasi seicara leibih eifisiein dan teirstruktur seihingga dapat me impeirkuat 

stabilitas dalam peileimbagaan partai politik di Indone isia. 

Namun, peirspeiktif ashabiyah Ibnu Khaldun juga me imiliki keileimahan, 

yaitu keiceindeirungan untuk meimbangun peimikiran eiksklusif yang dapat 

meimpeirburuk peirsaingan politik dan me irusak tatanan sosial. Ole ih kareina itu, 

prinsip-prinsip deimokrasi yang inklusif dan beirbasis pada keipeintingan nasional 
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yang leibih luas. Ashabiyah juga ceindeirung meimprioritaskan keipeintingan 

keilompok te irteintu di atas keipeintingan umum. Hal ini dapat me inyeibabkan partai 

politik meinjadi leibih fokus pada keipeintingan keilompoknya saja tanpa 

meimpeirhatikan keipeintingan masyarakat luas.  

Seilain itu, ashabiyah juga beirdampak pada polarisasi di dalam 

masyarakat, di mana orang-orang leibih ceindeirung unuk me imilih partai politik 

yang me iwakili keilompok atau suku me ireika. Hal ini dapat me impeirburuk 

peirsaingan politik dan meimpeirleimah keisatuan nasional. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Beirdasarkan analisa dan peimbahasan di atas teirkait deingan peileimbagaan 

partai politik di Indoneisia peirspeiktif ashabiyah Ibnu Khaldun, maka peineiliti 

meinarik keisimpulan bahwa: 

1. Teori utilitas memiliki peran yang signifikan dalam pelembagaan 

partai politik di Indonesia yang mendorong partai politik untuk 

merancang struktur organisasi dengan baik, seperti dalam pemilihan 

kader yang memiliki potensi untuk mengoptimalkan struktur dan 

kepengurusan partai, menekankan pada prinsip-prinsip rasionalitas 

dalam pengambilan keputusan dengan tindakan yang akan 

memberikan manfaat maksimal bagi mereka dan dapat membantu 

meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan politik, dan menjaga 

akuntabilitas dalam proses politik. Semua ini berkontribusi pada unsur 

derajat kesisteman dalam pelembagaan partai politik dengan tujuan 

untuk menciptakan partai politik yang lebih efisien dan melayani 

kepentingan masyarakat dengan lebih baik. 

2. Teori ashabiyah memberikan wawasan yang berharga tentang 

pelembagaan partai politik di Indonesia yang dapat menjadi kekuatan 

dan juga kelemahan dalam pembentukan partai politik. Solidaritas 

yang kuat dapat memperkuat partai politik dan mendukung stabilitas 

dalam jangka panjang, terutama ketika partai tersebut memiliki 
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organisasi yang terstruktur dan terlembaga dengan baik. Namun, 

terdapat risiko bahwa solidaritas ini dapat digunakan untuk 

memperkuat kelompok tertentu dengan mengecualikan kelompok 

lain, hal ini dapat memicu perpecahan dan konflik internal dalam 

masyarakat dan  dapat mengakibatkan polarisasi politik di mana orang 

lebih cenderung memilih partai politik yang mewakili kelompok atau 

suku mereka yang memungkinkan dapat memperburuk persaingan 

politik dan melemahkan kesatuan nasional. 

B. Saran 

Beirdasarkan uraian di atas, maka pe ineiliti di sini meimbeirikan saran-saran 

seibagai beirikut: 

1.  Sebaiknya partai politik di Indonesia untuk lebih memperbaiki 

perihal mekanisme pengambilan keputusan sehingga akan 

meminimalisir terjadinya konflik internal seperti adanya dualisme 

kepemimpinan atau dua kubu yang saling memperebutkan kursi 

ketua umum, kemudian dalam hal rekrutmen dan pengembangan 

kader seharusnya lebih dioptimalkan dengan baik agar mempunyai 

kader yang berkualitas sehingga dalam partai politik tidak akan 

kesulitan dalam menemukan calon yang potensial dari internal 

partai, selain itu juga akan menimilasir adanya kader partai yang 

terlibat dalam skandal korupsi atau kasus pidana lainnya yang akan 

mempengaruhi kredibilitas partai di mata publik. 
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2. Partai Politik di Indonesia diharapkan mampu membangun 

kompromi dan konsensus di antara anggotanya, maupun dengan 

partai politik lainnya, sehingga dapat mencapai perubahan positif 

dan kestabilan politik yang berkelanjutan. Partai politik juga 

diharapkan dapat menahan diri dari sikap egois dengan menjaga 

prinsip-prinsip demokrasi inklusif yang berfokus pada kepentingan 

nasional yang lebih luas sehingga dapat memprioritaskan 

kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakat dan 

mengedepankan persatuan, selain itu juga akan mengurangi 

pengaruh ashabiyah yang berpotensi memecah belah atau 

memperkuat konflik antar kelompok, serta diharapkan dapat 

membangun pondasi yang lebih kuat bagi Partai Politik di Indonesia 

dan mendorong lebih banyak kerjasama yang saling menguntungkan 

di antara anggota masyarakat.  
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